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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas
tersusunya Modul OSSOF (One Student Save One Family) kerjasama
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KPPPA) dengan Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA) Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian
Bogor (IPB).

OSSOF adalah gagasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Prof.Dr. Yohana Yembise, MA, berupa partisipasi
mahasiswa dalam penyuluhan dan pendampingan kepada keluarga-
keluarga yang berada di daerah pelosok Indonesia. Program OSSOF
ini dapat dilaksanakan dalam bentuk program kemitraan antara
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KPPPA) RI dengan Perguruan Tinggi, serta melibatkan stakeholders
terkait (lembaga swadaya masyarakat/masyarakat, pemerintah
daerah, dan swasta).

Modul ini merupakan panduan dalam pembekalan bagi mahasiswa
maupun kader dalam pelaksanaan kegiatan OSSOF yang dapat
dipilih sesuai dengan situasi dan permasalah di daerah yang menjadi
tempat pelaksanaan kegiatan. Modul pemahaman dan instrumen
yang dapat dipilih terdiri: 1)Ketahanan Keluarga, 2)Pemberdayaan
Perempuan, 3)Perlindungan Anak, 4)Desa/Kelurahan Layak Anak,
5)Pangan dan Gizi. Disamping itu juga telah disusun pedoman yang
berisi konsep OSOF dan pedoman pelaksanaan OSSOF.

Penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih disampaikan
kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan modul ini.
Semoga modul ini bermanfaat dalam mewujudkan pelaksanaan
program OSSOF sebagaimana yang diharapkan.

Pusat Kajian Gender dan Anak
Kepala,

Budi Setiawan.
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PENDAHULUAN

Modul pemberdayaan perempuan ini menjadi rangkaian
modul dari lima modul yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan
kegiatan “One Student Save One Family” yang disusun atas
kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
dengan Pusat Kajian Gender dan Anak Institut Pertanian Bogor.
Modul pemberdayaan perempuan menjadi satu kesatuan bersama
dengan modul perlindungan anak, modul ketahanan keluarga,
modul gizi dan pangan serta modul pengembangan kelurahan/desa
layak anak wuntuk membekali mahasiswa dalam melakukan
pendampingan di masyarakat. Lebih lanjut, pada tahap awal,
pendampingan oleh  mahasiswa berfokus pada proses
pendampingan bagi para kader pembangunan dan tokoh
masyarakat sehingga dapat dibangun proses penyebarluasan ilmu
pengetahuan dan pengalaman serta proses regenerasi yang
berkelanjutan dalam pelaksanaan program pembangunan. Pada
tahap selanjutnya, kader pembangunan dan tokoh masyarakat di
tingkat lokal melanjutkan proses pendampingan tersebut sehingga
menciptakan kemandirian masyarakat untuk terus berpartisipasi
dalam program pembangunan demi meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat. Modul pemberdayaan perempuan ini
merupakan panduan strategis dan praktis dalam upaya-upaya
pendampingan dan perlindungan perempuan untuk memperoleh
hak-hak asasinya mencapai kesetaraan dan keadilan. Adapun
penyusunan modul pemberdayaan perempuan ini ditujukan untuk :
(1) mendialogkan apa itu gender dan pemberdayaan perempuan,
mengapa gender dan pemberdayaan perempuan penting untuk
menjadi pendekatan dan prioritas dalam pembangunan; (2)
menginformasikan kebijakan dan program yang sudah ada (terkini)
dalam rangka kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
dan (3) mengedukasi bagaimana mengenal isu-isu ketidakadilan
gender dan isu ketidakberdayaan perempuan dalam program
pembangunan. Penyusunan modul pemberdayaan perempuan ini
terdiri dari 2 modul yakni :

1. Modul 1 : Pemahaman tentang Pemberdayaan Perempuan,
yang meliputi :

a. Pengenalan Gender,
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Modul 11 :

Pengenalan Pemberdayaan Perempuan,
Pentingnya Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan
Menjadi Prioritas Pembangunan,

Kebijakan dan Program Terkini Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan,

Mengenal Isu-lsu  Ketidakadilan Gender dalam
Pembangunan, dan

Mengenal Isu-Isu Ketidakberdayaan Perempuan dalam
Pembangunan;

Pengumpulan dan Pemanfaatan Data untuk Identifikasi

Masalah, Keberdayaan Perempuan, Pendampingan dan Fasilitasi
Kesetaraan Gender, yang meliputi :

a.

Diskusi Indikator Kesetaraan Gender dan Indikator
Keberdayaan Perempuan,

Informasi Data Terpilah Jenis Kelamin dan Sumber-
Sumber Data,

Edukasi Proses Pengumpulan Data, dan

Identifikasi  Isu-lsu  Kesenjangan  Gender  dan
Ketidakberdayaan Perempuan; dan
Penyampaian  hasil  identifikasi masalah  pada

stakeholders (pemangku kepentingan).
Identifikasi sumberdaya untuk penyelesaian masalah
(keluarga, komunitas, institusi, pemerintah, swasta),

Alternative solusi dan media penyelesaian masalah
(dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka

panjang).
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BAB |

Pengenalan Gender

(a) Apaitu gender?

\J Gender adalah pembedaan laki-laki dan perempuan yang
didasarkan pada konstruksi social dan budaya. Sementara
jenis kelamin adalah pembedaan laki-laki dan perempuan
yang didasarkan pada perbedaan secara biologis dan
fisiologis antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan
secara alami, sebagai pemberian dari Tuhan, universal, dan
tidak dapat diubah. Konstruksi social tersebut beragam
merujuk pada perbedaan budaya dari waktu ke waktu.

v' Konstruksi social dari gender merujuk pada bagaimanaa
nilai-nilai social dan pembagian-pembagian kerja, peran-
peran dan tanggung jawab-tanggung jawab bagi laki-laki dan
perempuan. Pembedaan nilai-nilai
menciptakan pembagian kerja dan
menentukan  pembedaan  dalam
mengakses manfaat dan pengambilan
keputusan dimana pada gilirannya
mempengaruhi  relasi kuasa dan
menguatkan peran gender. Ini terjadi
dalam beragam tingkatan sosialisasi

WWW.kartunmania.com
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gender termasuk keluarga, agama, pendidikan, budaya,
kelompok, dan media.

Kekeliruan yang sering muncul dalam memperlajari gender
adalah timbulnya antipati karena gender dianggap sebagai
gerakan emansipasi kebablasan. Gender dianggap sebagai
upaya perempuan untuk menyamai, melebihi bahkan
mentiadakan peran laki-laki. Sosialisasi gender sering
disamaratakan dengan sosialisasi LGBT (Lesbianisme, Gay,
Bisexsual- dan Transgender) (Sumarti dan Purnomo, 2014).

Pandangan keliru menggambarkan pemberdayaan
perempuan seperti pada gambar di samping seringkali terjadi.
Pemberdayaan dianggap membuat perempuan menjadi
seperti laki-laki atau menggantikan peran laki-laki (Sumarti
dan Purnomo, 2014).

Mengerti dan memahami
gender dimaksudkan untuk
membangun
kasalingpahaman,
pengertian akan tugas dan
fungsi perempuan dan laki-
laki yang bersifat relatif.
Melalui pemahaman dan
| pengertian, kerjasama, sikap
saling menghormati dan
tenggangrasa dapat terbangun (Sumarti dan Purnomo, 2014).

(b) Kesenjangan gender?

v’ Kesenjangan gender adalah suatu istilah yang mengacu

kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-
laki dalam akses ke dan kontrol atas sumber-smber daya
penting, perbedaan dalam pekerjaan dan upah dimana laki-
laki menerima lebih banyak dibandingkan permepuan. Selain
itu terkandung juga dalam kesenjangan gender ini yaitu
ketidak-seimbangan hubungan antara perempuan dan laki-
laki di dalam proses pembangunan, dimana perempuan tidak
berpartisipasi dalam proses pembangunan (merencanakan,
memutuskan, melaksanakan, memonitor dan
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()

mengevaluasi). Kesenjangan gender dapat diidentifikasi
melalui analisis gender.

Diskriminasi Gender adalah segala bentuk pembedaan,
pengucilan atau pembatasan yang mempunyai pengaruh
atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan
pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi
manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin.

Kekerasan Gender adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik
yang terjadi di lingkup domestik maupun publik.

Kesetaraan dan keadilan gender?

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki
dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-
haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan
berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan
dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Adapun
keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil
terhadap laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan dan Keadilan Gender yang selanjutnya disingkat
KKG adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai
mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk
mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan
memeroleh manfaat pembangunan.

Penyelenggaraan KKG bertujuan:

a) mewujudkan relasi perempuan dan laki-laki yang setara
sehingga memiliki hak yang sama dalam mengakses,
mengontrol, berpartisipasi, dan memeroleh manfaat
pembangunan dan hak asasi manusia;

b) mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
yang setara, adil, dan beradab dengan tetap menjaga
dan menghargai norma agama dan sosial yang telah
berlaku dalam masyarakat;
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c¢) menghapus segala bentuk Diskriminasi Gender dan
Kekerasan Gender; dan

d) mempercepat tercapainya persamaan substantif antara
perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar di segala
bidang kehidupan dalam rangka mewujudkan generasi
penerus yang berkualita

(d) Pengarusutamaan gender?

v Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun
untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi
integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program
pembangunan nasional.

v Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya
perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional
yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

v Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.

(e) Tips : strategi penyadaran gender pada masyarakat

a. Tanyakan kepada Iaki-laki dan perempuan apa
pengetahuan dan pengetahuan dan pengalaman
mereka tentang : gender dan jenis kelamin, kesenjangan
gender, kesetaraan dan keadilan gender, dan
pengarusutamaan gender

b. Identifikasi dan catat pengetahuan dan pengalaman
yang dikemukakan. Peserta dapat mencatatkan sendiri
di flipchart pengetahuan dan pengalamannya tersebut.
c. Jelaskan konsep gender, jenis kelamin dan
perbedaannya, kesenjangan gender, kesetaraan dan
keadilan gender, dan pengarusutamaan gender dengan
memberikan kata kunci sederhana dari konsep,
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menggunakan contoh-contoh dari keseharian konteks
kehidupan peserta dan kartu bergambar

Berikan tugas kelompok untuk menjawab pertanyaan
(yang diberikan dalam bentuk pertanyaan sederhana
dan menebak kartu bergambar tentang : gender dan
jenis kelamin, kesenjangan gender, kesetaraan dan
keadilan gender, dan pengarusutamaan gender
Diskusikan hasil jawaban kelompok dan analisis
berdasarkan identifikasi dan catatan dari jawaban awal :
sejauh mana ada perbedaan pemahaman sebelum dan
sesudah penjelasan dari pendamping
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BAB II

Pengenalan Pemberdayaan
Perempuan

(a) Apa itu pemberdayaan perempuan?

v

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Pengertian tersebut juga ditujukan bagi kaum perempuan
selaku anggota masyarakat.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya penguatan hak
asasi perempuan, serta memberikan layanan kebutuhan
dasar dan spesifik perempuan.

Pemberdayaan perempuan artinya memberikan
sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan
(distribution of resources) kepada warga perempuan untuk
meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan
masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan
memenuhi kehidupan komunitasnya (Jim Ife, 1995)

(b) Siapa perempuan yang tidak berdaya?

v

<\

Perempuan yang tidak berdaya secara umum mencakup
perempuan korban kekerasan,

perempuan yang mengalami dampak marginalisasi,
perempuan yang mendapat label atau penilaian negative,

perempuan yang mendapat penilaian lebih rendah daripada
laki-laki,

perempuan yang memiliki multi beban kerja,
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v' termasuk seperti halnya perempuan korban trafficking,
perempuan yang tidak diperbolehkan bekerja di sector
public, perempuan yang dilarang memilih pasangan
hidupnya, perempuan yang dipaksa menggunakan alat
kontrasepsi, dan perempuan yang tidak memperoleh
perlindungan hukum.

(c) Apa ukuran keberdayaan perempuan?

Gender Empowerment Measure (GEM) disebut juga Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang dikembangkan
oleh UNDP yang bertujuan untuk mengukur kemajuan perempuan
terutama partisipasi dalam forum-forum politik dan ekonomi. GEM
menganalisa sejauh mana perempuan dan laki-laki dapat
berpartisipasi dalam dunia politik dan ekonomi dan mengambil
bagian dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, ukuran keberdayaan perempuan juga dapat dilihat
sejauh mana perempuan mampu mengakses, berpartisipasi,
mengontrol atau mengambil keputusan dan mendapat manfaat
dalam 12 Bidang Kritis yang ditetapkan dalam Konvensi
penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan
(Convention on the Elimination of All Forms of Descrimination Against
Women/CEDAW) sebagai kesepakatan hak asasi internasional yang
secara khusus mengatur hak-hak perempuan dan anak perempuan,
yang meliputi : (1) perempuan dan kemiskinan; (2) pendidikan dan
pelatihan bagi perempuan; (3) perempuan dan kesehatan; (4)
kekerasan terhadap perempuan; (5) perempuan-perempuan dan
konflik senjata, (6) perempuan dan ekonomi; (7) perempuan dalam
kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan; (8)
mekanisme-mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan;
(9) hak-hak asasi perempuan; (10) perempuan dan media massa; (11)
perempuan dan lingkungan; (12) anak-anak perempuan.

Adapun secara spesifik, merujuk pada RUU KKG (Kesetaraan dan
Keadilan Gender), ukuran keberdayaan perempuan dapat dilihat dari
kemampuan dan peluang perempuan untuk memperoleh akses,
berpartisipasi, mengontrol, dan mendapat manfaat dalam hal-hal
yang terkait dengan :

a. kewarganegaraan;

b. pendidikan;

c. ketenagakerjaan;

d. ekonomi;

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7
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Di

kesehatan;

administrasi dan kependudukan;
perkawinan;

hukum;

politik dan pemerintahan;
lingkungan hidup;

sosial dan budaya; dan
komunikasi dan informasi.

bidang kewarganegaraan, perempuan memiliki akses,

kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk:

a.

mendapatkan, mengubah, atau mempertahankan
kewarganegaraan dirinya dan/atau anaknya serta terhindar dari
situasi tanpa kewarganegaraan; dan

memilih dan menentukan tempat tinggal, domisili, bergerak,
dan berpindah.

Di bidang pendidikan, perempuan :

a.

memperoleh akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama di
semua bidang, jenis, dan jenjang pendidikan formal dan/atau
nonformal serta dalam memeroleh beasiswa dan bantuan
pendidikan lainnya;

memperoleh perlindungan hak atas pendidikan ketika
mengalami Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender.

Di bidang ketenagakerjaan, perempuan :

a.

memperoleh akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama:

i. untuk memilih dan menentukan pekerjaan di semua bidang;
dan

ii. dalam penerimaan, penempatan, pendidikan dan pelatihan
kerja, serta promosi jabatan di semua jenjang;

pemberian upah, tunjangan, dan jaminan sosial yang sama,

serta penyediaan fasilitas lainnya; dan

jaminan dan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan

kerja, termasuk kesehatan reproduksi dan perlindungan dari

tindak kekerasan seksual.
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Di bidang ekonomi, perempuan :

a.

b.

memperoleh akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama

untuk:

i. menerima manfaat dan mengontrol sumber daya dan
kebijakan ekonomi; dan

ii. memperoleh pinjaman, bantuan, dukungan infrastruktur,
serta pengembangan kewirausahaan;

memperoleh perlindungan atas:

i. hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapa pun; dan

ii. hak untuk mengembangkan dan memertahankan mata
pencaharian serta keberlanjutannya terkait dengan sumber
daya ekonomi daerah.

Di bidang kesehatan, perempuan memperoleh akses, kesempatan,
dan perlakuan yang sama untuk mendapat:

a.

informasi tentang kesehatan dan perlindungan atas lingkungan
yang sehat;

fasilitas dan pelayanan kesehatan yang bermutu, baik promotif,
preventif, kuratif, maupun rehabilitatif;

pelayanan keluarga berencana tanpa Diskriminasi Gender; dan

jaminan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan,
persalinan, pascapersalinan, dan menyusui.

Di bidang administrasi, dan kependudukan perempuan memperoleh
akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan :

a.
b.

dokumen kependudukan;

pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

perlindungan atas data pribadi;

kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan
dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan
penyalahgunaan data pribadi.
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Di bidang perkawinan, perempuan memperoleh :

a.

C.

perlindungan untuk memilih suami atau isteri tanpa paksaan

dan/atau tekanan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

memperoleh akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama

untuk mendapatkan :

i. layanan pencatatan atas perkawinan tanpa Diskriminasi
Gender;

ii. perlindungan atas hak untuk menentukan secara
bertanggung jawab tanpa paksaan dan atau tekanan atas
jumlah anak dan jarak kelahiran;

iii. jaminan atas kedudukan dan tanggung jawab atas

kepemilikan,  perolehan, pengelolaan, pemanfaatan,

pemindahtanganan, dan pengadministrasian harta benda

kecuali yang sudah diatur dalam undang-undang lainnya; dan
pemberian peran dan tanggung jawab yang setara sebagai
orang tua.

Di bidang hukum, perempuan memiliki :

a.

akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memeroleh
keadilan dan kepastian hukum;

jaminan kedudukan, kesamaan, dan perlakuan yang sama dan
adil di hadapan hukum;

pengintegrasian KKG sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

bantuan dan layanan hukum dari aparat penegak hukum yang
berperspektif Gender.

Di bidang politik dan pemerintahan, perempuan memiliki akses,
kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk:

a.
b.

memilih dan dipilih dalam jabatan publik; dan

membentuk dan berpartisipasi dalam organisasi dan/atau
perkumpulan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat
dan politik negara.

Di bidang lingkungan hidup, perempuan memiliki :

a.

perlindungan dari:
dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi;
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ii. dampak eksplorasi, ekstraksi, dan eksploitasi lingkungan dan
sumber daya alam;

b. akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama:

i. untuk menikmati, mengelola, dan memanfaatkan sumber
daya alam termasuk melakukan persetujuan atau perjanjian
dengan pihak lain;

ii. dalam memanfaatkan teknologi pengelolaan sumber daya
yang terjangkau dan dapat diterapkan secara aman; dan

c. program reformasi agraria, termasuk pemberian sertifikat hak
atas tanah tanpa Diskriminasi Gender.

Di bidang sosial dan budaya, perempuan memiliki :

a. akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama:
i. untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya;
ii. dalam memeroleh manfaat kebijakan sosial; dan

b. perlindungan setiap orang dari tindakan yang tidak sesuai
dengan tujuan penyelenggaraan KKG

Di bidang komunikasi dan informasi, perempuan memiliki :
a. akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama:
i. untuk berkomunikasi;
ii. untuk  memeroleh, menyimpan,  mengolah, dan
menyampaikan informasi; dan
iii. dalam menyampaikan pendapat, gagasan, dan pikiran
melalui media.

b. jaminan untuk mendapatkan lingkungan publik yang bebas dari
pemberitaan yang eksploitatif dan pencitraan yang stereotipi di
media massa; dan

C. pemberitaan atau peliputan yang berimbang dan sensitif
Gender.

(d) Bagaimana upaya pemberdayaan perempuan?

a. Memahami karakteristik masyarakat lokal baik laki-laki maupun
perempuan, termasuk perbedaan antara konteks masyarakat
setempat dengan masyarakat di lokasi lainnya

b. Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi
mengenai masyarakat setempat secara mendalam
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¢. Memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat
setempat

d. Melakukan pendekatan persuasif agar masyarakat baik laki-laki
dan perempuan sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu
dipecahkan dan juga kebutuhan yang perlu dipenuhi

e. Mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya
dalam suasana kebersamaan

f.  Mampu mengidentifikasi permasalahan prioritas

g. Membangun rasa percaya diri masyarakat baik laki-laki maupun
perempuan

h. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menetapkan
program dengan skala prioritas

i. Membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka
memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat
dimobilisasi untuk pemecahan masalah dan memenuhi
kebutuhannya

j.  Menciptakan suatu kegiatan yang berkesinambungan atau
kontinyu

k. Menumbuhkan kemandirian masyarakat baik laki-laki dan
perempuan agar menjadi masyarakat yang sudah mampu
menolong diri sendiri

(e) tips: strategi penyadaran ketidakberdayaan perempuan

1. Lakukan pendekatan kepada perempuan untuk memahami
karakteristik dan posisi perempuan tersebut dalam konteks
struktur, kuktur, pola-pola relasinya.

2. ldentifikasi pembagian kerja gender di bidang produktif,
reproduktif, dan sosialnya dengan menanyakan secara langsung
dan menuliskannya dalam buku catatan pendamping.

3. ldentifikasi sejauh mana terpenuhinya ukuran keberdayaan
perempuan dengan membandingkan ukuran keberdayaan
perempuan dengan analisis APKM dan dengan analisis RUU
KKG

4. Diskusikan dan berikan penjelasan kepada para perempuan
hasil identifikasi yang menunjukkan adanya kesenjangan,
ketidaksetaraan, dan ketidakadilan gender.

5. Kategorikan hasil identifikasi tersebut berdasarkan skala
prioritas pemecahan masalah yang urgen dan penting.
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6. Para peserta dan pendamping membangun konsensus
menentukan prioritas permasalahan atau fokus
ketidakberdayaan
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BAB Il
Pentingnya Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Prioritas
Pembangunan

Mengapa gender dan pemberdayaan perempuan penting dan
menjadi prioritas pembangunan?

Kesenjangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan gender cenderung
menunjukkan posisi perempuan sebagai korban dalam kondisi
tersebut. Oleh karena itu, perempuan umumnya menjadi kelompok
miskin, terpinggirkan dari pembangunan, rentan mendapat perilaku
kekerasan, banyak yang mengganggur, berada dalam posisi lebih
rendah dari laki-laki dalam hal pendidikan dan akses kesehatan,
terlebih dalam menempati posisi politik, akses lapangan pekerjaan,
dan berada pada posisi social nomor dua setelah laki-laki.

(a) Upaya menurunkan kemiskinan: siapa yang miskin, dan
rentan?

Perempuan harus diberikan akses, kesempatan, dan perlakuan yang

sama untuk:

1. menerima manfaat dan mengontrol sumber daya dan kebijakan
ekonomi; dan

2. memperoleh pinjaman, bantuan, dukungan infrastruktur, serta
pengembangan kewirausahaan;

b. memperoleh perlindungan atas:

1. hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapa pun; dan

2. hak untuk mengembangkan dan memertahankan mata
pencaharian serta keberlanjutannya terkait dengan sumber
daya ekonomi daerah.

(b) Upaya menurunkan pengangguran: siapa  yang
menganggur?
Untuk menurunkan tingkat pengangguran, maka di bidang
ketenagakerjaan, perempuan harus diberikan :
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a. akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama:

i. untuk memilih dan menentukan pekerjaan di semua bidang;
dan

ii. dalam penerimaan, penempatan, pendidikan dan pelatihan
kerja, serta promosi jabatan di semua jenjang;
b. upah, tunjangan, dan jaminan sosial yang sama, serta
penyediaan fasilitas lainnya; dan
¢. jaminan dan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan
kerja, termasuk kesehatan reproduksi dan perlindungan dari
tindak kekerasan seksual.

(c) Upaya menjaga lingkungan dan lahan, meningkatkan
pendidikan dan kesehatan?

Di bidang lingkungan hidup, perempuan harus diupayakan untuk
memperoleh :
a. perlindungan dari:

i. dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan

adaptasi;

ii. dampak eksplorasi, ekstraksi, dan eksploitasi lingkungan dan

sumber daya alam;
b. akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama:

i. kesempatan menikmati, mengelola, dan memanfaatkan
sumber daya alam termasuk melakukan persetujuan atau
perjanjian dengan pihak lain;

ii. kesempatan memanfaatkan teknologi pengelolaan sumber
daya yang terjangkau dan dapat diterapkan secara aman;
dan

c. kesempatan berpartisipasi dalam program reformasi agraria,
termasuk pemberian sertifikat hak atas tanah tanpa
Diskriminasi Gender.

Di bidang pendidikan, perempuan harus diberikan :

a. akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama di semua
bidang, jenis, dan jenjang pendidikan formal dan/atau
nonformal serta dalam memeroleh beasiswa dan bantuan
pendidikan lainnya;

b. perlindungan hak atas pendidikan ketika mengalami
Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender.
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Di bidang kesehatan, perempuan harus diberikan akses,
kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk mendapat:
a. informasi tentang kesehatan dan perlindungan atas
lingkungan yang sehat;
b. fasilitas dan pelayanan kesehatan yang bermutu, baik
promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif;

c. pelayanan keluarga berencana tanpa Diskriminasi Gender;
dan

d. jaminan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan,
persalinan, pascapersalinan, dan menyusui.

(d) Upaya pemenuhan hak politik, ekonomi, sosial-budaya
perempuan

Di bidang politik dan pemerintahan, perempuan harus diberikan
akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk:

a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik; dan

b. membentuk dan berpartisipasi dalam organisasi dan/atau
perkumpulan yang berhubungan dengan kehidupan
masyarakat dan politik negara.

Di bidang sosial dan budaya, perempuan harus diberikan :
a. akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama:
i. untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya;
ii. dalam memeroleh manfaat kebijakan sosial; dan

b. perlindungan setiap orang dari tindakan yang tidak sesuai
dengan tujuan penyelenggaraan KKG

(e) Tips: strategi memperkuat perempuan dalam musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah
forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun
rencana pembangunan. Pendamping harus mendorong perempuan
untuk mau dan mampu memanfaatkan peluang dan turut
berpartisipasi aktif dalam forum tersebut antara dengan melalui :

a. Lakukan pendekatan kepada para perempuan untuk
memahami karakteristik dan posisi perempuan tersebut
dalam konteks struktur, kuktur, pola-pola relasinya.
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Berikan  informasi  peluang-peluang akses  program
pembangunan dimana perempuan dapat berpartisipasi
didalamnya.

Identifikasi dan jelaskan potensi dan sumber daya yang dimiliki
oleh perempuan tersebut

Bantu untuk meningkatkan rasa percaya diri sehingga mau
dan mampu menyuarakan pendapatnya

Dorong untuk selalu aktif dalam kegiatan dan program
pemberdayaan

Berikan selalu motivasi dan tekankan bahwa pemberdayaan
adalah jalan menuju partisipasi
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BAB IV
Kebijakan dan Program Terkini untuk
Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan

Kebijakan dan program terkini kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan:

(a) Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG: Inpres no 9
tahun 2000, SK bersama 4 menteri (terlampir)
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah
Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan
akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi
perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran
yang lebih berkeadilan

(b) Hak politik perempuan: UU Desa tahun 2014 (terlampir),

Pada pasal 54 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “unsur
masyarakat” adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok
nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok
masyarakat miskin.

Pada pasal 58 dinyatakan bahwa jumlah anggota Badan
Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling
sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan
memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan
Keuangan Desa.

Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan
Transmigrasi No 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas
penggunaan dana desa (terlampir)

(c) Hak sosial-budaya: perempuan dan masyarakat adat

Di bidang sosial dan budaya, perempuan harus diberikan akses,
kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk berpartisipasi dalam
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kegiatan sosial dan budaya dan dalam memperoleh manfaat
kebijakan sosial; serta perlindungan setiap orang dari tindakan yang
tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Kesetaraan dan
Keadilan Gender

(d) Tips: berbagi informasi kebijakan pada masyarakat
Pendamping mengidentifikasi berbagai kebijakan
pembangunan  khususnya  kebijakan  terkait = dengan
pembangunan sumber daya perempuan.

Pendamping memanfaatkan beragam jenis media yang dapat
diakses oleh masyarakat setempat khususnya perempuan untuk
menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan-kebijakan
pembangunan tersebut dan cara mengaksesnya.

Pendamping menindaklanjuti  penyebarluasan  informasi
tersebut dengan kegiatan diskusi dan pertemuan tatap muka
lainnya untuk mengedukasi kaum perempuan agar dapat
memahami kebijakan pembangunan tersebut

Pendamping membantu meyakinkan kaum perempuan bahwa
kebijakan pembangunan tersebut menjadi landasan hukum dan
perlindungan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam
pembangunan

Pendamping mendorong kaum perempuan untuk mau dan
mampu berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan sesuai
minat, potensi dan sumberdaya yang dimiliki

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19
Republik Indonesia



BAB V

Mengenal Isu-Isu Ketidakadilan
Gender dalam Pembangunan

Mengenal isu-isu ketidakadilan gender dalam pembangunan:

(a) Alat analisis gender: A, P, K, M
Merujuk pada Anonim (2007), para perencana dalam
mengembangkan perencanaan pembangunan diminta
tanggap terhadap keempat faktor akses, partisipasi, kontrol
dan manfaat dengan selalu mempertanyakan :

a. Faktor akses. Apakah perencanaan pembangunan yang
dikembangkan telah mempertimbangkan  untuk
memberi akses yang adil bagi perempuan dan laki-laki
(keadilan gender) dalam memanfaatkan/memperoleh
sumber-sumber daya pembangunan?

Keadilan gender di sini adalah memperhitungkan
kemungkinan memberlakukan cara yang berbeda bagi
perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses (yang
sama). Mengingat relasi gender, peran gender,
seterotipi gender yang melekat pada perempuan dan
laki-laki, dapat berdampak terhadap pengalaman dan
kendala masing-masing dalam meraih akses serta
mendapatkan manfaat yang diberikan.

Contoh 1. Akses terhadap tawaran beasiswa yang sering
tidak diambil oleh perempuan karena kendala peran
gender dia sebagai ibu terhadap anak-anaknya (yang
masih kecil) serta sebagai akibat dari stereotipi gender
yang disandangnya sebagai pengurus rumah tangga.
Oleh sebab itu, dianggap berkeadilan gender, jika
kebijakan mengenai kriteria umur bagi perempuan
diperhitungkan; atau kebijakan sistem “sandwich” yang
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memungkinkan ia dapat menjenguk anaknya dari waktu
ke waktu.

Contoh 2: Akses sebagai perawat yang sering terhambat
bagi laki-laki, karena terdapat stereotipi gender, yaitu
profesi perawat itu identik dengan perempuan.
demikian pula halnya dengan profesi sebagai
pengendara kendaraan umum (taxi, bus) yang sering
diidentikkan  sebagai  profesi laki-laki.  Disebut
berkeadilan gender jika dalam perencanaan rekruitmen
diundang juga pelamar baik laki-laki maupun
perempuan.

Faktor manfaat. Apakah perencanaan pembangunan
yang dikembangkan ditujukan untuk memberikan
manfaat bagi perempuan dan laki-laki > Sama dengan
keterangan yang di atas, yaitu karena peran gender
yang berbeda, maka apa yang dianggap bermanfaat
bagi laki-laki, belum tentu dianggap bermanfaat bagi
perempuan. demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu
kebutuhan serta aspirasi keduanya harus
diperitmbangkan. Akan tetapi, karena kebanyakan para
perencana adalah laki-laki, maka yang sering terabaikan
adalah pertimbangkan manfaat bagi perempuan.

Contoh : telah diputuskan dalam suatu musyarawarah
desa - yang biasanya dihadiri dan diputuskan oleh laki-
laki, bantuan ke desa dipakai untuk pengadaan listrik;
padahal berdasarkan urgensi kebutuhannya, sebagai
pengelola rumah tangga, perempuan menganggap akan
bermanfaat jika bantuan itu berupa keperluan
pengadaan air bersih, bukan listrik.

Faktor partipasi. Apakah keikutsertaan/suara
masyarakat, terutam kelompok perempuan atau suara
perempuan (dalam hal aspirasi, pengalaman, dan
kebutuhan)  dipertimbangkan/terakomodasi  dalam
proses perencanaan pembangunan? Pada umumnya
perempuan/suara perempuan kuarang/tidak terwakili
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karena kendala gendernya, sebagaimana diuraikan di
atas.

Faktor control. Apakah perencanaan kebijakan program
kegiatan pembangunan memberikan control
(penguasaan) yang setara terhadap sumber-sumber
daya pembangunan (informasi, pengetahuan, kredit,
dan sumber daya lainnya) bagi perempuan dan laki-laki.

Jika dalam melakukan proses perencanaan kebijakan
telah mengakomodasi isu gender di dalamnya, maka
kebijakan yang dihasilkan juga akan responsif gender.
Demikian halnya dalam proses perencanaan program
dan kegiatan, jika dalam melakukan perencanaan
program dan kegiatan, program dan kegiatan tersebut
telah responsif gender, maka program dan kegiatan
pembangunan yang dihasilkan juga akan responsif
gender
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Tabel 1. Identifikasi Isu-Isu Gender

Pelaku
No. Uraian Dominan | Dominan Lal(<j|-Lak|
an
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan

1 Alat analisis APKM :

Siapa yang
mengakses program
pembangunan?

Siapa yang
berpartisipasi dalam
program
pembangunan?

Siapa yang
mengontrol program
pembangunan?

Siapa yang
merasakan manfaat
program
pembangunan ?

Siapa melakukan apa:
2 | multi beban kerija,
stereotype

Dalam lingkup publik

Dalam lingkup
domestic

Dalam lingkup sosial

Siapa memiliki
kesempatan apa dan
3 | berpartisipasi sebagai
apa?: stereotype dan
subordinasi

Dalam lingkup publik

Dalam lingkup
domestic
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Dalam lingkup sosial

Siapa memutuskan
apa?: subordinasi

Dalam lingkup publik

Dalam lingkup
domestic

Dalam lingkup sosial

Siapa mendapatkan
manfaat apa?:
stereotype,
subordinasi

Dalam lingkup publik

Dalam lingkup
domestic

Dalam lingkup sosial

Isu kekerasan: fisik,
6 | psikis, ekonomi,
seksual

Korban kekerasan
fisik

Korban kekerasan
psikis

Korban kekerasan
ekonomi

Korban kekerasan
seksual

(a) Tips: praktek menemukan ketidakadilan gender

a. Memberikan penjelasan kepada laki-laki dan perempuan
untuk memahami peran-peran yang ditampilkan
tersebut didasari oleh gender dan jenis kelamin

b. Mengidentifikasi data hasil temuan di lapang yang
bersumber dari jawaban dan hasil diskusi dengan kaum
perempuan terkait dengan pembagian kerja gender di
ranah public, domestic, dan sosial
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¢. Membandingkan dan menganalisis ukuran kesetaraan
dan keadilan gender dengan data hasil temuan lapang.

d. Mendiskusikan dan mengkonfirmasikan poin-poin
indikasi terjadinya ketidakadilan gender bersama dengan
kaum perempuan
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BAB VI

Mengenai Isu-Isu Ketidakberdayaan
Perempuan dalam Pembangunan

(a) Alat analisis keberdayaan perempuan

Selain kesepakatan internasional sebagai dasar indikasi
permasalahan yang menjadi isu ketimpangan gender, salah satu alat
analisis keberdayan perempuan adalah kerangka pemberdayaan
Longwe. Kerangka Longwe berfokus langsung pada penciptaan
situasi/pengkondisian di mana masalah kesenjangan, diskriminasi
dan subordinasi diselesaikan. Longwe menciptakan jalan untuk
mencapai tingkat pemberdayaan dan kesederajatan (equality).
Pengambilan  keputusan (kontrol) merupakan puncak dari
pemberdayaan dan kesederajatan (equality) (Herliawati, 2009).
Senada dengan Kabeer, Longwe, dalam Mayoux dalam Herliawati
(2009) menyatakan bahwa terdapat lima unsur utama yang perlu
diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai
berikut: (1) Welfare (Kesejahteraan), aspek ini dapat dikatakan salah
satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan pemberdayaan
perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam akses terhadap
kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang tidak
menguntungkan. Kesejahteraan ini dibagi ke dalam tiga unsur utama
berikut (Claros and Zahidi dalam Herliawati (2009). Partisipasi
ekonomi perempuan merupakan hal yang penting tidak hanya
mengurangi level kemiskinan pada perempuan, melainkan pula
sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah
tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara
keseluruhan. Sementara pencapaian pendidikan merupakan aspek
paling fundamental dalam kegiatan pemberdayaan perempuan,
tanpa memperoleh pendidikan yang memadai, perempuan tidak
mampu mengakses pekerjaan sektor formal, mendapatkan upah
yang lebih baik, berpartisipasi dalam pemerintahan dan mencapai
pengaruh politik. Kesehatan dan kesejahteraan merupakan sebuah
konsep yang terkait dengan perbedaan substansial antara
perempuan dan laki-laki dalam mengakses nutrisi yang cukup,
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kesehatan, fasilitas reproduksi, dan untuk mengemukakan
keselamatan fundamental dan integritas seseorang. Amartya Sen
dalam Herliawati (2009) menyatakan bahwa pendidikan, pekerjaan,
dan kepemilikan hak perempuan memberikan pengaruh yang kuat
untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menguasai
lingkungan mereka dan memberikan kontribusi bagi pembangunan
ekonomi. Partisipasi ekonomi tidak hanya berhenti pada
meningkatnya jumlah perempuan bekerja, melainkan pula
kesetaraan dalam pemberian upah; (2) Access (Akses), Dalam bahasa
Longwe, akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk
dapat memperoleh hak/akses terhadap sumber daya produktif
seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja,
dan semua pelayanan publik yang setara dengan perempuan. Akses
terhadap teknologi dan informasi juga merupakan aspek penting
lainnya. Melalui teknologi dan informasi, perempuan dapat
meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial mereka dan
mempengaruhi lingkungan tempat ia tinggal. Tanpa akses,
pemahaman, serta kemampuan untuk menggunakan teknologi
informasi, perempuan miskin jauh lebih termarjinalisasi dari
komunitasnya, negaranya, dan bahkan dunia. (3) Consientisation
(Konsientisasi) adalah pemahaman atas perbedaan peran jenis
kelamin dan peran gender. (4) Participation (Partisipasi). Kesetaraan
partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan,
pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi. Partisipasi ini
merujuk pada keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur
pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal, dan
suara mereka dalam penformulasian kebijakan mempengaruhi
masyarakat mereka (Claros dan Zahidi dalam Herliawati, 2009). (5)
Equality of Control (Kesetaraan dalam kekuasaan). Kesetaraan dalam
kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga
baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang
dominan.

Adapun secara spesifik, merujuk pada RUU KKG (Kesetaraan dan
Keadilan Gender) perempuan yang tidak berdaya adalah perempuan
yang tidak memiliki atau memiliki akses yang sangat terbatas dalam
hal :

a. kewarganegaraan;
b. pendidikan;
c. ketenagakerjaan;
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d. ekonomi;

e. kesehatan;

f. administrasi dan kependudukan;
g. perkawinan;

h. hukum;

politik dan pemerintahan;
lingkungan hidup;
k. sosial dan budaya; dan

.  komunikasi dan informasi.

Di bidang kewarganegaraan perempuan tidak memiliki atau memiliki
keterbatasan dalam akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama
untuk:

a. mendapatkan, mengubah, atau mempertahankan
kewarganegaraan dirinya dan/atau anaknya serta terhindar
dari situasi tanpa kewarganegaraan; dan

b. memilih dan menentukan tempat tinggal, domisili, bergerak,
dan berpindah.

Di bidang pendidikan perempuan tidak memiliki atau memiliki
keterbatasan dalam
a. memperoleh akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama
di semua bidang, jenis, dan jenjang pendidikan formal
dan/atau nonformal serta dalam memeroleh beasiswa dan
bantuan pendidikan lainnya;
b. memperoleh perlindungan hak atas pendidikan ketika
mengalami Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender.

Di bidang ketenagakerjaan perempuan tidak memiliki atau memiliki
keterbatasan dalam

a. memperoleh akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama:
1. untuk memilih dan menentukan pekerjaan di semua
bidang; dan
2. dalam penerimaan, penempatan, pendidikan dan
pelatihan kerja, serta promosi jabatan di semua jenjang;
b. pemberian upah, tunjangan, dan jaminan sosial yang sama,
serta penyediaan fasilitas lainnya; dan
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C.

jaminan dan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan
kerja, termasuk kesehatan reproduksi dan perlindungan dari
tindak kekerasan seksual.

Di bidang ekonomi perempuan tidak memiliki atau memiliki
keterbatasan dalam

a.

b.

memperoleh akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama
untuk:

1.

menerima manfaat dan mengontrol sumber daya dan
kebijakan ekonomi; dan

2. memperoleh pinjaman, bantuan, dukungan infrastruktur,

serta pengembangan kewirausahaan;

perlindungan atas:

1.

memperoleh hak milik pribadi yang tidak boleh diambil
alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun; dan

memperoleh  hak untuk mengembangkan dan
memertahankan mata pencaharian serta
keberlanjutannya terkait dengan sumber daya ekonomi
daerah.

Di bidang kesehatan perempuan tidak memiliki atau memiliki
keterbatasan dalam memperoleh akses, kesempatan, dan perlakuan
yang sama untuk mendapat:

a.

b.

informasi tentang kesehatan dan perlindungan atas
lingkungan yang sehat;

fasilitas dan pelayanan kesehatan yang bermutu, baik
promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif;

pelayanan keluarga berencana tanpa Diskriminasi Gender;
dan d. jaminan pelayanan yang layak berkaitan dengan
kehamilan, persalinan, pascapersalinan, dan menyusui.

Di bidang administrasi dan kependudukan perempuan tidak memiliki
atau memiliki keterbatasan dalam memperoleh akses, kesempatan,
dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan :

a.

dokumen kependudukan;

b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;
perlindungan atas data pribadi;

C.
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kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat
kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
dan penyalahgunaan data pribadi.

Di bidang perkawinan perempuan tidak memiliki atau memiliki
keterbatasan dalam memperoleh

a. perlindungan untuk memilih suami atau isteri tanpa paksaan
dan/atau tekanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. memperoleh akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama
untuk mendapatkan :

i. layanan pencatatan atas perkawinan tanpa Diskriminasi
Gender;

ii. perlindungan atas hak untuk menentukan secara
bertanggung jawab tanpa paksaan dan atau tekanan atas
jumlah anak dan jarak kelahiran;

iii. jaminan atas kedudukan dan tanggung jawab atas
kepemilikan,  perolehan, pengelolaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, dan pengadministrasian harta benda
kecuali yang sudah diatur dalam undang-undang lainnya; dan

c. pemberian peran dan tanggung jawab yang setara sebagai
orang tua.

Di bidang hukum perempuan tidak memiliki

a. akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memeroleh
keadilan dan kepastian hukum;

b. jaminan kedudukan, kesamaan, dan perlakuan yang sama dan
adil di hadapan hukum;

c. pengintegrasian KKG sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d. bantuan dan layanan hukum dari aparat penegak hukum yang
berperspektif Gender.

Di bidang politik dan pemerintahan perempuan tidak memiliki akses,
kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk:
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a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik; dan

b. membentuk dan berpartisipasi dalam organisasi dan/atau
perkumpulan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat
dan politik negara.

Di bidang lingkungan hidup perempuan tidak memiliki
a. perlindungan dari:

i. dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan
adaptasi;

ii. dampak eksplorasi, ekstraksi, dan eksploitasi lingkungan dan
sumber daya alam;

b. akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama:

i. untuk menikmati, mengelola, dan memanfaatkan sumber
daya alam termasuk melakukan persetujuan atau perjanjian
dengan pihak lain;

ii. dalam memanfaatkan teknologi pengelolaan sumber daya
yang terjangkau dan dapat diterapkan secara aman; dan

c. program reformasi agraria, termasuk pemberian sertifikat hak
atas tanah tanpa Diskriminasi Gender.

Di bidang sosial dan budaya perempuan tidak memiliki

a. akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama:
i. untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaysa;
ii. dalam memeroleh manfaat kebijakan sosial; dan

b. perlindungan setiap orang dari tindakan yang tidak sesuai
dengan tujuan penyelenggaraan KKG

Di bidang komunikasi dan informasi perempuan tidak memiliki
a. akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama:
i. untuk berkomunikasi;
ii. untuk memeroleh, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi; dan
iii. dalam menyampaikan pendapat, gagasan, dan pikiran
melalui media.
b. jaminan untuk mendapatkan lingkungan publik yang bebas dari
pemberitaan yang eksploitatif dan pencitraan yang stereotipi di
media massa; dan
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C.

pemberitaan atau peliputan yang berimbang dan sensitif
Gender.

Tips: praktek menemukan ketidakberdayaan perempuan

Memberikan penjelasan kepada perempuan untuk memahami
potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh kaum perempuan dan
mengidentifikasi sejauh mana sudah berpartisipasi dalm program
pembangunan

Memberikan informasi program-program pembangunan di
bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang politik, bidang
ekonomi, bidang lingkungan, dan bidang social budaya yang
dapat diakses oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan
Memberikan penjelasan mengenai 4 faktor yaitu 4 (empat)
faktor yaitu akses, manfaat, partisipasi dan penguasaan (kontrol)
yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antara perempuan
dan laki-laki baik sebagai obyek maupun sebagai subyek
pembangunan.

Mengidentifikasi data hasil temuan di lapang yang bersumber
dari jawaban dan hasil diskusi dengan kaum perempuan terkait
dengan keterlibatan perempuan dalam musrembang dan dalam
program-program pembangunan

Membandingkan dan menganalisis ukuran kesetaraan dan
keadilan gender dengan data hasil temuan lapang.

. Mendiskusikan dan mengkonfirmasikan poin-poin indikasi

ketidakberdayaan perempuan
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BAB VI

Indikator Kesetaraan Gender dan
Indikator Keberdayaan Perempuan

Pengantar

Pada bab 7 ini diuraikan mengenai ulasan singkat pengertian
indicator kesetaraan gender dan indicator keberdayaan perempuan.
Selanjutnya, indicator tersebut disajikan dalam bentuk instrumen
berupa daftar penyataan. Daftar pernyataan tersebut diberikan
kepada masyarakat baik laki-laki dan perempuan untuk diketahui
pandangan dan penilaian masyarakat terhadap sejauh mana laki-laki
dan perempuan dapat mengakses, berpartisipasi, mengontrol atau
mengambil keputusan, dan mendapat manfaat dari bidang-bidang
pembangunan yang dirumuskan dalam daftar pernyataan tersebut.
Hasil pengisian instrument ini merupakan data primer yang
diperoleh dari wawancara atau tatap muka langsung dengan
masyarakat.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan
perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai
manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan
politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional,
dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut Selain
itu, kondisi dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan
tersebut tanpa harus mengalami pembakuan peran, beban ganda,
subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan.

Adapun Indikator kesetaraan gender merujuk pada ukuran-ukuran
yang menunjukkan terwujudnya kesamaan kondisi dan perlakukan
adil terhadap laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan
hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan
berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam
menikmati hasil pembangunan tersebut.

Apakah yang dimaksud indicator keberdayaan perempuan?
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Indikator keberdayaan perempuan adalah tingkat atau derajat
kemampuan perempuan untuk berada dalam kondisi dimana
memiliki kemampuan untuk mengakses sumber informasi dan
sumberdaya lainnya, kemampuan berpartisipasi dalam berbagai
bidang kehidupan, kemampuan mengontrol atau mengambil
keputusan, dan kemampuan mendapatkan manfaat dari
partisipasinya dalam berbagai bidang pembangunan.
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Petunjuk pengisian : Berikan tanda ceklist (K 0

Tabel 2. Daftar Pernyataan
Indikator Kesenjangan Gender dan Indikator Keberdayaan Perempuan
Merujuk 12 Isu Kritis Konvensi CEDAW dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender

LI R a athuZiflaR Kémudian kolom Dominan Laki-Laki,

Dominan Perempuan, atau Laki-Laki dan Perempuan sesuai dengan pernyataan yang menjadi indikator kesenjangan
gender dan indikator keberdayaan perempuan pada tabel berikut !

NO. INDIKATOR PEREMPUAN GENDER
Dominan | Dominan Laki-Laki
YA TIDAK . . dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
1 Di bidang kewarganegaraan, memiliki : PEREMPUAN GENDER
Akses terhadap informasi layanan kewarganegaraan yakni . : Laki-Laki
. . . . . Dominan Dominan
1a | informasilokasi dan program dari dinas kependudukan atau Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
kedutaan negara tertentu Perempuan
Mendapatkan layanan kewarganegaraan yakni informasi . ; Laki-Laki
: . ) Dominan Dominan
1b | lokasi dan program dari dinas kependudukan atau kedutaan Ya Tidak o dan
Laki-Laki | Perempuan
negara tertentu Perempuan
. . . . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk terlibat dalam program dari . Dominan | Dominan
1c . Ya Tidak S dan
dinas kependudukan atau kedutaan negara tertentu Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. - . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari program dari dinas kependudukan . Dominan | Dominan
Ya Tidak S dan
atau kedutaan negara tertentu Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Dominan Dominan Laki-Laki
1e | Akses terhadap informasi mengenai tempat tinggal Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
1f | Menentukan tempat tinggal Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan | Dominan Laki-Laki
1g | Mengambil keputusan untuk menentukan tempat tinggal Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
. . . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari tempat tinggal yang sudah . Dominan | Dominan
1h . Ya Tidak S dan
ditentukan tersebut Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
2 | Dibidang pendidikan, memiliki : PEREMPUAN GENDER
Dominan Dominan Laki-Laki
2a | Akses terhadap informasi mengenai program pendidikan Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
2b | Mengikuti kegiatan pada lembaga pendidikan Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. — . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk mengikuti pada lembaga . Dominan | Dominan
2¢ D Ya Tidak S dan
pendidikan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. S . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari mengikuti kegiatan pada lembaga . Dominan | Dominan
2d - Ya Tidak S dan
pendidikan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Akses terhadap perlindungan untuk tetap bersekolah S
. P . . Laki-Laki
meskipun berada dalam status rehabilitasi dari pelanggaran . Dominan | Dominan
2e - ; ; ey Ya Tidak S dan
norma (hamil di luar nikah, tawuran pelajar, rehabilitasi Laki-Laki | Perempuan
. Perempuan
narkoba, mantan narapidana)
Mendapat perlindungan untuk tetap bersekolah meskipun S
b . . Laki-Laki
berada dalam status rehabilitasi dari pelanggaran norma . Dominan | Dominan
2f oo : : . Ya Tidak S dan
(hamil di luar nikah, tawuran pelajar, rehabilitasi narkoba, Laki-Laki | Perempuan
. Perempuan
mantan narapidana)
Mengambil keputusan untuk mendapat perlindungan untuk L
. e . . Laki-Laki
tetap bersekolah meskipun berada dalam status rehabilitasi ) Dominan Dominan
2g . . . Ya Tidak S dan
dari pelanggaran norma (hamil di luar nikah, tawuran Laki-Laki | Perempuan
. I . Perempuan
pelajar, rehabilitasi narkoba, mantan narapidana)
Mendapat manfaat dari perlindungan untuk tetap S
) Ce . : Laki-Laki
bersekolah meskipun berada dalam status rehabilitasi dari ) Dominan Dominan
2h R . . Ya Tidak L dan
pelanggaran norma (hamil di luar nikah, tawuran pelajar, Laki-Laki | Perempuan
e . Perempuan
rehabilitasi narkoba, mantan narapidana)
3 | Dibidang ketenagakerjaan, memiliki : PEREMPUAN GENDER
Akses terhadap informasi mengenai pekerjaan di semua . Dominan Dominan Laki-Laki
3a . Ya Tidak . . dan
bidang Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. ; . . ; . . Laki-Laki
Memanfaatkan informasi mengenai pekerjaan di semua . Dominan | Dominan
3b . Ya Tidak . . dan
bidang Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Dominan

Dominan

Laki-Laki

3¢ | Mengambil keputusan untuk menentukan pekerjaan Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
Dominan | Dominan Laki-Laki
3d | Mendapat manfaat dari pekerjaan yang ditentukan Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan | Dominan Laki-Laki
3e | Akses terhadap pelatihan kerja di semua jenjang Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
3f | Mengikuti pelatihan kerja di semua jenjang Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
. . . o . . Laki-Laki
Mengambil keputusan terkait dengan pelatihan kerja di ) Dominan Dominan
3g L Ya Tidak . . dan
semua jenjang Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
3h | Mendapat manfaat dari pelatihan kerja di semua jenjang Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
3i | Akses terhadap informasi upah yang sesuai aturan Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
3j | Memperoleh upah sesuai aturan Ya Tidak s dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Dominan

Dominan

Laki-Laki

3k | Mengontrol besaran upah agar sesuai aturan Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
Dominan | Dominan Laki-Laki
3l | Mendapat manfaat dari upah Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan | Dominan Laki-Laki
3m | Akses terhadap informasi tunjangan yang sesuai aturan Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
3n | Memperoleh tunjangan sesuai aturan Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
30 | Mengontrol besaran tunjangan agar sesuai aturan Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
3p | Mendapat manfaat dari tunjangan Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . R . . . . Laki-Laki
Akses terhadap informasi mengenai jaminan sosial sesuai . Dominan | Dominan
3q Ya Tidak S dan
aturan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . Laki-Laki
o . . . Dominan Dominan
3r | Memperoleh jaminan sosial sesuai aturan Ya Tidak . . dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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I . . ) Dominan | Dominan Laki-Laki
3s | Mengontrol besaran jaminan sosial agar sesuai aturan Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan | Dominan Laki-Laki
3t | Mendapat manfaat dari jaminan social Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
3u | Akses terhadap informasi cuti kerja sesuai aturan Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
3v | Mendapat cuti kerja sesuai aturan Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
3w | Mengambil keputusan untuk cuti kerja Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan | Dominan Laki-Laki
3x | Mendapat manfaat dari cuti kerja Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
4 | Dibidang ekonomi, memiliki : PEREMPUAN GENDER
Dominan Dominan Laki-Laki
4a | Akses terhadap informasi sumber pendanaan usaha/kredit Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . Dominan Dominan Laki-Laki
4b | Memperoleh sumber pendanaan usaha/kredit Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
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Perempuan

Mengambil keputusan dalam mengajukan pendanaan . Dominan | Dominan Laki-Laki
4c¢ . Ya Tidak S dan
usaha/kredit Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
4d | Mendapat manfaat dari pendanaan usaha/kredit Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . s . . Laki-Laki
Akses terhadap informasi mengenai jejaring pengembangan . Dominan | Dominan
4e Ya Tidak . . dan
usaha Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
4f | Membuka jaringan pengembangan usaha Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
; - . . Laki-Laki
Mengambil keputusan dalam menentukan jaringan . Dominan | Dominan
48 Ya Tidak S dan
pengembangan usaha Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
4h | Mendapat manfaat dari jaringan pengembangan usaha Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
4i | Akses terhadap perlindungan hak milik pribadi Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
; : e . Dominan | Dominan Laki-Laki
4j | Mendapat perlindungan hak milik pribadi Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
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Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
4k | Mengambil keputusan atas perlindungan hak pribadi Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
4l | Mendapat manfaat dari perlindungan hak milik pribadi Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
4m | Akses terhadap informasi mengenai jenis-jenis usaha Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
4n | Menentukan jenis usaha Ya Tidak s dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
40 | Mengambil keputusan untuk menentukan jenis usaha Ya Tidak o dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
4p | Mendapat manfaat dari jenis usaha yang telah ditentukan Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
5 Di bidang kesehatan, memiliki : PEREMPUAN GENDER
Akses terhadap informasi tentang pusat pelayanan . Dominan Dominan Laki-Laki
5a Ya Tidak . . dan
kesehatan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Dominan

Dominan

Laki-Laki

5b | Memperoleh layanan kesehatan Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
; . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk memperoleh layanan . Dominan | Dominan
5C . Ya Tidak . . dan
kesehatan yang dibutuhkan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
5d | Mendapat manfaat dari layanan keehatan yang diperoleh Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . S . . Laki-Laki
Akses terhadap informasi mengenai jaminan kesehatan ) Dominan Dominan
5e Ya Tidak S dan
masyarakat Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
5f | Memperoleh jaminan kesehatan masyarakat Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
58 | Mengontrol jaminan kesehatan yang diperoleh Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
5h | Mendapat manfaat dari jaminan kesehata Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
5i | Akses terhadap informasi pelayanan keluarga berencana Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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. . Laki-Laki
5 | Menjadi peserta keluarga berencana Ya Tidak Dorpmar? Dominan dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. o . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk menjadi peserta keluarga . Dominan | Dominan
5k Ya Tidak . . dan
berencana Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. - . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari menjadi peserta keluarga . Dominan Dominan
5l Ya Tidak . . dan
berencana Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . . Laki-Laki
Akses terhadap informasi mengenai layanan kesehatan ) Dominan Dominan
5m . Ya Tidak . . dan
reproduksi Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
5n | Memperoleh layanan kesehatan reproduksi Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
: . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk memperoleh layanan ) Dominan Dominan
50 . Ya Tidak . . dan
kesehatan reproduksi Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
5p | Mendapat manfaat dari layanan kesehatan reproduksi Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
6 | Dibidang administrasi dan kependudukan memiliki : PEREMPUAN GENDER
Dominan Dominan Laki-Laki
6a | Akses terhadap informasi mengenai program e-ktp Ya Tidak s dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Dominan

Dominan

Laki-Laki

6b | Memiliki e-ktp Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
Dominan | Dominan Laki-Laki
6¢ | Mengambil keputusan untuk memiliki e-ktp Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
6d | Mendapat manfaat dari e-ktp Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . . Laki-Laki
Akses terhadap informasi mengenai pembuatan akta ) Dominan Dominan
6e . Ya Tidak . . dan
kelahiran Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
6f | Memiliki akta kelahiran Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
6g | Mengambil keputusan untuk memiliki akta kelahiran Ya Tidak . . dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
6h | Mendapat manfaat dari akta kelahiran Ya Tidak s dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan | Dominan Laki-Laki
6i | Akses terhadap dokumen kependudukan Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Dominan

Dominan

Laki-Laki

6j | Kesempatan untuk memperoleh dokumen kependudukan Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan | Dominan Laki-Laki
6k | Mengambil keputusan untuk dokumen kependudukan Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
6] | Mendapat manfaat dari dokumen kependudukan Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
6m | Akses terhadap informasi pelayanan pencatatan sipil Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
6n | Memperoleh layanan pencatatan sipil Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
: . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk memperoleh layanan ) Dominan Dominan
60 L . Ya Tidak . . dan
pencatatan sipil sesuai kebutuhan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
6p | Mendapat manfaat dari layanan pencatatan sipil Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
6q | Akses terhadap informasi perlindungan atas data pribadi Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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. . Laki-Laki
6r | Memperoleh perlindungan atas data pribadi Ya Tidak Dor{unar? Dominan dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . Laki-Laki
Mengambil keputusan atas bentuk perlindungan atas data . Dominan | Dominan
6s S Ya Tidak S dan
pribadi Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
6t | Mendapat manfaat dari perlindungan atas data pribadi Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . S . . Laki-Laki
Akses terhadap informasi mengenai ganti rugi akibat . Dominan | Dominan
6u o Ya Tidak S dan
penyalahgunaan data pribadi Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Kesempatan untuk memperoleh ganti rugi akibat . Dominan | Dominan Laki-Laki
6v o Ya Tidak L dan
penyalahgunaan data pribadi Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Mengontrol ganti rugi yang diperoleh akibat . Dominan | Dominan Laki-Laki
6w g Ya Tidak S dan
penyalahgunaan data pribadi Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . L . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari ganti rugi akibat penyalahgunaan . Dominan | Dominan
6Xx S Ya Tidak S dan
data pribadi Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
7 | Dibidang perkawinan, memperoleh: PEREMPUAN GENDER
Dominan Dominan Laki-Laki
7a | Akses terhadap informasi mengenai calon suami atau isteri Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Dominan

Dominan

Laki-Laki

7b | Memilih suami atau isteri sesuai dengan pilihan sendiri Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
. . I . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk menentukan suami atau istri . Dominan | Dominan
7¢C . o . Ya Tidak . . dan
sesuai dengan pilihan sendiri Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
- - . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari pilihan sendiri untuk menentukan . Dominan Dominan
7d . - Ya Tidak S dan
suami atau istri Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . . Laki-Laki
Akses terhadap informasi mengenai layanan pencatatan ) Dominan Dominan
7e : Ya Tidak L dan
atas perkawinan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
7f | Memperoleh layanan pencatatan atas perkawinan Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
: . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk memperoleh layanan ) Dominan Dominan
78 . . Ya Tidak . . dan
pencatatan atas perkawinan sesuai kebutuhan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari layanan pencatatan atas . Dominan Dominan
7h . Ya Tidak L dan
perkawinan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
7i | Akses terhadap informasi mengenai mengatur jumlah anak Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Dominan

Dominan

Laki-Laki

Clm . .
7i engatur jumlah anak Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
7k | Mengambil keputusan untuk menentukan jumlah anak Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
- . . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari pilihan sendiri dalam menentukan ) Dominan Dominan
71 . Ya Tidak . . dan
jumlah anak Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . . . Laki-Laki
Akses terhadap informasi perlindungan atas kepemilikan . Dominan Dominan
7m Ya Tidak . . dan
harta benda keluarga Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. - . . Laki-Laki
Memperoleh perlindungan atas kepemilikan harta benda . Dominan Dominan
7n - Ya Tidak . . dan
berharga milik keluarga Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Mengambil keputusan untuk memperoleh perlindungan . : Laki-Laki
. . : . Dominan Dominan
70 | atas kepemilikan harta benda berharga milik keluarga sesuai | Ya Tidak s dan
Laki-Laki | Perempuan
kebutuhan Perempuan
. . . . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari perlindungan atas kepemilikan va Tidak Dominan Dominan dan
P harta benda berharga milik keluarga sesuai kebutuhan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . . . Laki-Laki
Akses terhadap informasi mengenai tanggung jawab . Dominan | Dominan
79 ) Ya Tidak . . dan
sebagai orang tua Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Laki-Laki
. . ; . Dominan Dominan
7r | Menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
. . . . . Laki-Laki
Mengambil keputusan dalam menjalankan tanggung jawab . Dominan | Dominan
7S . . Ya Tidak . . dan
sebagai orang tua sesuai aturan keluarga Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
- . . . Laki-Laki
t Mendapat manfaat dari dijalankannya tanggung jawab Ya Tidak Dominan | Dominan dan
7 sebagai orang tua sesuai dengan aturan keluarga Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
8 | Dibidang hukum, memiliki: PEREMPUAN GENDER
Dominan Dominan Laki-Laki
8a | Akses terhadap informasi mengenai keadilan hukum Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
8b | Memperoleh keadilan hukum Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
; . . . Laki-Laki
Mengambil keputusan atas bentuk keadilan hukum yang . Dominan | Dominan
8¢ . Ya Tidak S dan
diperlukan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
8d | Mendapat manfaat dari keadilan hukum yang diperoleh Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
8e | Akses terhadap informasi mengenai adanya jaminan hukum Ya Tidak s dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Dominan Dominan Laki-Laki
8f | Memperoleh jaminan hukum Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. R . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk memperoleh jaminan hukum . Dominan | Dominan
8¢g . Ya Tidak S dan
yang diperlukan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
- . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari jaminan hukum yang telah . Dominan Dominan
8h . Ya Tidak S dan
diperoleh Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
8i | Akses terhadap informasi adanya lembaga bantuan hukum Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
8j | Memperoleh bantuan darilembaga bantuan hukum Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
: . . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk memperoleh bantuan dari ) Dominan Dominan
8k . Ya Tidak L dan
lembaga bantuan hukum sesuai kebutuhan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
: . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari adanya lembaga bantuan hukum . Dominan Dominan
8l . . Ya Tidak L dan
sesuai yang dibutuhkan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
9 | Dibidang politik dan pemerintahan, memiliki : PEREMPUAN GENDER
Dominan Dominan Laki-Laki
9a | Akses terhadap informasi untuk memilih jabatan publik Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Laki-Laki

9b | Kesempatan dalam memilih dalam jabatan publik Ya Tidak Don.nnar? Dominan dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan | Dominan Laki-Laki
9c | Mengambil keputusan untuk memilih jabatan publik Ya Tidak - dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
9d | Mendapat manfaat darijabatan public yang sudah dipilih Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
9e | Akses terhadap informasi untuk dipilih dalam jabatan public Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
of | Kesempatan untuk dipilih dalam jabatan public Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
9g | Mengambil keputusan untuk dipilih dalam jabatan public Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
9h | Mendapat manfaat dengan terpilihnya dalam jabatan public Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
. . . N . . Laki-Laki
.| Akses terhadap informasi mengenai organisasi dan/atau . Dominan | Dominan
9i . Ya Tidak . . dan
perkumpulan sosial Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Laki-Laki
: - I . . Dominan Dominan
9j | Menjadi anggota organisasi dan/atau perkumpulan social Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
. oL N . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk menjadi anggota organisasi . Dominan | Dominan
ok . . Ya Tidak . . dan
dan/atau perkumpulan sosial sesuai minat Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
L I . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dengan menjadi anggota organisasi . Dominan | Dominan
9l . N Ya Tidak S dan
dan/atau perkumpulan social yang diminati Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
10 | Dibidang lingkungan hidup, memiliki : PEREMPUAN GENDER
. . . . . . . Laki-Laki
Akses terhadap informasi mengenai perlindungan dari . Dominan | Dominan
10a _— Ya Tidak S dan
dampak perubahan iklim Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
10b | Memperoleh perlindungan dari dampak perubahan iklim Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . Laki-Laki
Mengambil keputusan dalam memperoleh perlindungan ) Dominan Dominan
10¢ . . . Ya Tidak L dan
dari dampak perubahan iklim sesuai kebutuhan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari adanya perlindungan dampak . Dominan Dominan
10d - . Ya Tidak L dan
perubahan iklim yang sesuai dengan kebutuhan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
100 Akses terhadap informasi mengenai perlindungan dari Ya Tidak Dominan | Dominan Laki-Laki
dampak eksploitasi sumber daya alam sekitar Laki-Laki | Perempuan dan
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Perempuan

Memperoleh perlindungan dari dampak eksploitasi sumber . Dominan Dominan Laki-Laki
10f . Ya Tidak L dan
daya alam sekitar Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk memperoleh perlindungan ) Dominan Dominan
10g . . . Ya Tidak L dan
dari sumber daya alam sekitar sesuai kebutuhan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari adanya perlindungan dampak . Dominan Dominan
10h N . . Ya Tidak . dan
eksploitasi sumber daya alam sekitar yang sesuai kebutuhan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . . . Laki-Laki
.| Akses terhadap informasi mengenai penanganan akibat . Dominan | Dominan
10i o Ya Tidak L dan
bencana alam (banijir, gempa, dll) Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . Laki-Laki
.| Memperoleh penanganan akibat bencana alam (banijir, . Dominan | Dominan
10j Ya Tidak o dan
gempa, dll) Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Mengambil keputusan untuk memperoleh bentuk . . Laki-Laki
. . . . Dominan Dominan
10k | penanganan yang dibutuhkan akibat bencana alam (banijir, Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
gempa, dll) Perempuan
. . . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari penanganan akibat bencana alam . Dominan | Dominan
tol (banijir, gempa, dll) va Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Jir, gempa, P Perempuan
Akses terhadap informasi mengenai program pelestarian ) Dominan Dominan Laki-Laki
om | . Ya Tidak S
lingkungan Laki-Laki | Perempuan dan
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Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
1on | Terlibat dalam program pelestarian lingkungan Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk terlibat dalam program . Dominan | Dominan
100 N Ya Tidak L dan
pelestarian lingkungan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
10p | Mendapat manfaat dari program pelestarian lingkungan Ya Tidak Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
. . . Laki-Laki
Akses terhadap program layanan pembuatan sertifikat . Dominan Dominan
10q Ya Tidak L dan
tanah Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
10r | Terlibat dalam program layanan pembuatan sertifikat tanah Ya Tidak o dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
: . . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk terlibat dalam program . Dominan | Dominan
10s . Ya Tidak S dan
layanan pembuatan sertifikat tanah Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari program layanan pembuatan . Dominan | Dominan
10t o Ya Tidak S dan
sertifikat tanah Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
11 | Di bidang sosial dan budaya, memiliki : PEREMPUAN GENDER
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Akses terhadap informasi mengenai kegiatan adat . ; Laki-Laki
. . . . Dominan Dominan
11a | kebiasaan setempat (muludan, tujuh belasan, pawai obor, Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
muharaman) Perempuan
. . . . . Laki-Laki
Terlibat dalam kegiatan adat kebiasaan setempat (muludan, . Dominan Dominan
11b . . Ya Tidak S dan
tujuh belasan, pawai obor, muharaman) Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Mengambil keputusan untuk terlibat dalam kegiatan adat . . Laki-Laki
. . . Dominan Dominan
11¢ | setempat (muludan, tujuh belasan, pawai obor, Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
muharaman) Perempuan
. . . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari kegiatan adat setempat (muludan, ) Dominan Dominan
1d . . Ya Tidak L dan
tujuh belasan, pawai obor, muharaman) Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . ; . . Laki-Laki
Akses terhadap informasi mengenai kegiatan social . Dominan | Dominan
11e . . . : ; Ya Tidak L dan
setempat (arisan, pengajian, kerja bakti, urunan kematian) Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . . . . Laki-Laki
Terlibat dalam kegiatan social setempat (arisan, pengajian, ) Dominan Dominan
1f . . : Ya Tidak S dan
kerja bakti, urunan kematian) Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . . Laki-Laki
Mengambil keputusan dalam kegiatan social setempat yang . Dominan | Dominan
1g L2 - . . . Ya Tidak L dan
diminati (arisan, pengajian, kerja bakti, urunan kematian) Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari kegiatan social setempat yang ) Dominan Dominan
11h s . . ; ; Ya Tidak S dan
diminati (arisan, pengajian, kerja bakti, urunan kematian) Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Akses terhadap informasi mengenai perlindungan atas . ; Laki-Laki
. . . . . . Dominan Dominan
1i | perlakuan yang tidak menyenangkan dari kegiatan social Ya Tidak S dan
. Laki-Laki | Perempuan
yang dilaksanakan Perempuan
. . . . Laki-Laki
.| Memperoleh perlindungan atas perlakuan yang tidak . Dominan Dominan
11 . f . ; Ya Tidak - dan
menyenangkan dari kegiatan social yang dilaksanakan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Mengambil keputusan untuk memperoleh perlindungan . . Laki-Laki
. . . . Dominan Dominan
11k | yang sesuai atas perlakuan yang tidak menyenangkan dari Ya Tidak L dan
: . . Laki-Laki | Perempuan
kegiatan social yang dilaksanakan Perempuan
Memperoleh manfaat dari perlindungan atas perlakuan . . Laki-Laki
. . . . ) Dominan Dominan
1l | yang tidak menyenangkan dari kegiatan social yang Ya Tidak S dan
. Laki-Laki | Perempuan
dilaksanakan Perempuan
12 | Dibidang komunikasi dan informasi, memiliki : PEREMPUAN GENDER
. . . . . Laki-Laki
Akses terhadap informasi mengenai kesempatan untuk . Dominan Dominan
12a : oo Ya Tidak L dan
menggunakan media komunikasi Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
12b | Menggunakan media komunikasi Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . I . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk memilih media komunikasi . Dominan | Dominan
12¢ : Ya Tidak L dan
sesuai kebutuhan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
12d | Mendapat manfat dari media komunikasi yang dipilih Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Laki-Laki

12e | Akses terhadap sumber informasi yang diperlukan Ya Tidak Dorpmar? Dominan dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
12f | Memperoleh informasi yang diperlukan Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
; ; . . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk memperoleh informasi yang . Dominan | Dominan
128 . Ya Tidak S dan
diperlukan Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
12h | Mendapat manfaat dari informasi yang diperoleh Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Laki-Laki
.| Akses terhadap informasi mengenai kesempatan . Dominan Dominan aKi-axd
12i . . . Ya Tidak L dan
menyampaikan pendapat melalui media. Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
12j | Menyampaikan pendapat melalui media. Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . Laki-Laki
Mengambil keputusan untuk menyampaikan pendapat . Dominan Dominan
12k . ; Ya Tidak S dan
melalui media. Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . . Laki-Laki
Mendapat manfaat dari penyampaian pendapat melalui ) Dominan Dominan
12l . Ya Tidak S dan
media. Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Akses terhadap perlindungan atas pemberitaan yang tidak

Dominan

Dominan

Laki-Laki

12 Y Tidak
m menyenangkan di media massa @ ida Laki-Laki | Perempuan dan
Perempuan
. . . . . Laki-Laki
Memperoleh perlindungan atas pemberitaan yang tidak . Dominan Dominan
12n . ; Ya Tidak S dan
menyenangkan di media massa Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . ; . . Laki-Laki
Mengontrol pemberitaan yang tidak menyenangkan di . Dominan | Dominan
120 : Ya Tidak . . dan
media massa Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
. . . . . Laki-Laki
Memperoleh manfaat dari perlindungan atas pemberitaan ) Dominan Dominan
12p . . . Ya Tidak S dan
yang tidak menyenangkan di media massa Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
12q | Akses terhadap pemberitaan di media massa Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan | Dominan Laki-Laki
12r | Terlibat dalam pemberitaan di media massa Ya Tidak S dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
12s | Mengontrol pemberitaan di media massa Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
Dominan Dominan Laki-Laki
12t | Mendapat manfaat dari pemberitaan di media massa Ya Tidak L dan
Laki-Laki | Perempuan
Perempuan
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Bab VIII

Data Terpilah Jenis Kelamin dan
Sumber-sumber Data

Pengantar

Pada bab 8 ini dijelaskan mengenai pengertian data terpilah jenis
kelamin dan sumber-sumber data yang diperlukan untuk
mengidentifikasi lebih lanjut indikator kesetaraan gender dan
indikator keberdayaan perempuan. Data terpilah jenis kelamin yang
diperlukan merupakan data sekunder yang dapat memberikan
gambaran sebaran jumlah laki-laki dan perempuan dalam aktivitas
dari setiap bidang pembangunan. Semakin besar jumlah sebaran
masyarakat dari salah satu kelompok jenis kelamin tertentu pada
aktivitas suatu bidang pembangunan mengindikasikan semakin
tingginya ketidaksetaraan gender. Seperti misalnya data terpilah
jenis kelamin untuk angka melek pada Tabel 3.

Tingkat kemampuan membaca dan menulis penduduk dilihat
berdasarkan angka melek huruf (AMH). Kemampuan membaca dan
menulis penduduk perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari angka
melek huruf atau kebalikannya yaitu angka buta huruf (Iriana dkk,
2010).

Tabel 3. Angka Melek Huruf dan Buta Huruf di Kota Depok Tahun
20M

ANGKA MELEK Angka Buta

. HURUF Huruf
WILAYAH Usia 15-24

0. (DATA 2011) Tahun

Lk Pr Lk Pr

] Kecamatan 96,74 95,39 0.06 0,05
Sawangan ’ ’ ’ ’

5 Kecamatan 96,95 95,51 0,05 0,03
Bojongsari ’ ’ ’ ’
Kecamatan Pancoran

3 Mas 97,27 96,46 0,05 0,04
Kecamatan Cipayung 96,64 95,90 0,06 0,06

5 Kecamatan 98,33 97,78 0,03 0,03
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Sukmajaya

6 Kecamatan Cilodong 97,68 97,09 0,06 0,03
Kecamatan

7 Ciman agis 97,82 97,03 0,05 0,04
Kecamatan Tapos 97,06 95,87 0,05 0,04
Kecamatan Beji 97,97 97,19 0,04 0,05

10  Kecamatan Limo 96,81 95,11 0,04 0,04

1 Kecamatan Cinere 97,91 96,94 0,04 0,02
Kota DEPOK 97,47 96,55 0,05 0,04

Sumber : Dinas Pendidikan Kota

Depok

Pada Tabel 2. disajikan angka melek huruf dan buta huruf di Kota
Depok tahun 2011. Angka melek huruf laki-laki di Kota Depok lebih
tinggi dibandingkan dengan perempuan dimana angka melek huruf
untuk laki-laki 97,47 dan perempuan 96,55. Dengan demikian
perempuan merupakan potensi sumberdaya manusia yang relatif
masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Dari data tersebut dapat
dianalisis lebih lanjut bahwa akses perempuan terhadap sumber daya
pendidikan lebih rendah dibandingkan laki-laki, tingkat partisipasi
perempuan dalam aktivitas pendidikan juga lebih rendah
dibandingkan laki-laki, bahkan pengambilan keputusan bagi
perempuan untuk dapat duduk di bangku sekolah juga lebih rendah
dibandingkan dengan laki-laki.

Data Terpilah Jenis Kelamin dan Sumber-sumber Data

Kondisi kesenjangan gender dan ketidakberdayaan perempuan
dapat diketahui dari hasil pengisian instrumen daftar pernyataan
sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3. Data terkait kedua isu
tersebut merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara
kepada masyarakat secara langsung. Namun, selain instrumen
tersebut, kondisi kesenjangan gender dan ketidakberdayaan
perempuan dapat diindikasikan dari keragaan data sekunder yang
disebut dengan data terpilah menurut jenis kelamin, status dan
kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan
yang  meliputi  kesehatan, pendidikan, = ekonomi  dan
ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang
hukum dan sosial budaya dan kekerasan. Data terpilah adalah data
data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang
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dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan
terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan
pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak
anak. Beberapa data terpilah yang diperlukan dapat dilihat merujuk
pada panduan Tabel 4. berikut :
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Tabel 4. Panduan Pengumpulan Data Terpilah Gender

. Teknik
No. Jenis Data Sumber data Panduan Pertanyaan
Pengumpulan Data
1 Bidang pendidikan : Penelusuran data sekunder | Jenis sekolah yang Akses :
Sekolah formal : Wawancara tersedia Siapakah yang boleh sekolah atau
Tingkat SD Pengamatan lapang tidak ?
Tingkat SMP Analisis dengan Jumlah siswa laki-laki
Tingkat SMA menggunakan konsep dan perempuan Partisipasi :
Tingkat Perguruan tinggi | APKM yakni akses, Jumlah siswa laki-laki dan
partisipasi, control, perempuan
manfaat
Sekolah non formal :
Kejar paket A Manfaat :
Kejar paket B Pihak yang menentukan tujuan untuk
; sekolah?
Kejar paket C
Pihak yang paling merasakan
manfaat bersekolah ?
Sekolah informal :
Kursus/pelatihan Kontrol :
Pihak yang memilihkan untuk
sekolah?
2 | Bidang ekonomi Penelusuran data sekunder | Jumlah lapangan Akses:

Kategori :

Wawancara
Pengamatan lapang
Analisis dengan

pekerjaan

Jumlah pekerija laki-laki

Siapakah yang boleh bekerja atau
tidak ?
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Pekerja formal menggunakan konsep dan perempuan Partisipasi:
(PNS/Perusahaan/Pabrik) | APKM yakni akses, Jumlah pekerja laki-laki dan
partisipasi, control, Jumlah pekerja laki-laki | Perempuan
Pekerja informal manfaat dan perempuan dalam
(pedagang) setiap tingkatan kerja Manfaat :
(atasan-menengah- Pihak yang menikmati
bawahan) hasil/pendapatan dari bekerja?
Kontrol :
Pihak yang mengambil keputusan
untuk bekerja?
Bidang politik Penelusuran data sekunder | Struktur organisasi Akses :

Wawancara
Pengamatan lapang
Analisis dengan
menggunakan konsep
APKM yakni akses,
partisipasi, control,
manfaat

pemerintah

Pejabat pemerintah
yang duduk dalam
struktur organisasi
tersebut (laki-laki dan
perempuan)

Nama partai politik

Jumlah anggota laki-
laki dan perempuan

Siapakah yang boleh duduk di partai
politik ?

Siapakah yang boleh menduduki
jabatan di pemerintah?

Partisipasi :
Jumlah laki-laki dan perempuan
anggota partai politik

Jumlah laki-laki dan perempuan
dalam lembaga pemerintah
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dalam partai politik

Jumlah peserta pemilu

Jumlah peserta pemilu
yang mempergunakan
hak pilihnya

Manfaat :

Pihak yang paling merasakan
manfaat duduk di dalam partai
politik ?

Pihak yang paling merasakan
manfaat dengan menduduki jabatan
di pemerintah ?

Kontrol :

Pihak yang menentukan untuk
masuk dalam partai politik ?

Pihak yang menentukan untuk duduk
dalam jabatan pemerintah?

Bidang social budaya

Penelusuran data sekunder
Wawancara

Pengamatan lapang
Analisis dengan
menggunakan konsep
APKM yakni akses,
partisipasi, control,
manfaat

Acara adat yang biasa
dilakukan

Kegiatan social budaya
yang biasa dilakukan

Aturan, nilai, norma
yang berlaku dalam
masyarakat setempat

Akses :

Apakah laki-laki dan atau perempuan
mengetahui adanya acara adat atau
kegiatan social budaya setempat ?

Apakah laki-laki dan atau perempuan
mengetahui adanya aturan adat
tertentu, nilai atau norma lokal bagi
mereka ? ATAU apakah yang boleh
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dan tidak boleh dilakukan oleh laki-
laki dan atau perempuan?

Partisipasi :

Siapa yang dapat ikut serta dalam
acara adat atau kegiatan social
budaya setempat ?

Siapa yang harus mematuhi aturan
adat, nilai atau norma setempat?

Manfaat :

Siapakah yang merasakan manfaat
dengan dipatuhinya aturan, nilai,
norma tersebut ?

Siapakah yang merasakan manfaat
dengan diselenggarakannya acara
adat tersebut?

Kontrol :

Siapakah yang menentukan harus
atau tidaknya laki-laki dan atau
perempuan mematuhi aturan, nilai
normat setempat?
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Siapakan yang menentukan harus
atau tidaknya laki-laki dan atau
perempuan ikut serta dalam acara
adat atau kegiatan social budaya
setempat ?

5 Bidang kesehatan

Penelusuran data sekunder
Wawancara

Pengamatan lapang
Analisis dengan
menggunakan konsep
APKM yakni akses,
partisipasi, control,
manfaat

Jumlah peserta
Jamsostek/Jamkesmas
[BPJS/pasien
Puskesmas:

Yang terdaftar

Yang sudah
memanfaatkan

Jenis penyakit yang
diderita laki-laki dan
atau perempuan

Jumlah akseptor KB

Akses :

Siapakah yang boleh berobat di
puskesmas, dukun, klinik, rumah
sakit ?

Siapakah yang didahulukan
memperoleh layanan kesehatan
apakah laki-laki atau perempuan?

Siapakah yang diundang untuk
memperoleh informasi program
kesehatan, apakah laki-laki atau
perempuan?

Siapakah yang diundang mengikuti
sosialisasi program KB ?

Partisipasi :
Siapakah yang sudah memanfaatkan
lembaga kesehatan ?
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Siapakah yang menjadi peserta
program-program kesehatan ?

Siapakah yang menjadi peserta KB ?

Manfaat :

Siapakah yang paling merasakan
manfaat layanan kesehatan ?

Siapakah yang paling merasakan
manfaat program-program
kesehatan?

Siapakah yang paling merasakan
manfaat program KB ?

Kontrol :

Siapakah yang menentukan tempat
pelayanan kesehatan?

Siapakah yang menentukan prioritas
memperoleh layanan kesehatan?

Siapakah yang menentukan harus
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mengikuti program kesehatan
tertentu?

Siapakah yang menentukan harus
mengikuti program KB ?

6 | Bidang lingkungan

Penelusuran data sekunder
Wawancara
Pengamatan lapang

Analisis dengan
menggunakan konsep
APKM yakni akses,
partisipasi, control,
manfaat

Jenis sumber daya air
dan lahan yang
tersedia

Pembagian kerja
antara laki-laki dan
perempuan dalam
memanfaatkan
sumber daya air dan
lahan tersebut

Akses :

Siapakah yang boleh memanfaatkan
sumber daya air dan lahan?

Partisipasi :
Siapakah yang memanfaatkan
sumber air dan lahan ?

Manfaat :

Siapakah yang paling merasakan
manfaat dari sumber daya air dan
lahan tersebut ?

Kontrol :

Siapakah yang menentukan boleh
atau tidaknya memanfaatkan
sumber daya air dan lahan?
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BAB IX

Mengedukasikan Proses
Pengumpulan Data

Pengantar

Pada bab 7 dijelaskan mengenai indikator kesetaraan gender dan
indicator keberdayaan perempuan, adapun pada bab 8 dikemukakan
mengenai data terpilah jenis kelamin da sumber-sumber data yang
diperlukan. Pada bab 9 ini diuraikan pengertian proses pengumpulan
data, mengedukasikan proses pengumpulan data dan langkah-
langkah bagi fasilitator untuk melaksanakan kegiatan edukasi proses
pengumpulan data tersebut kepada target grup.

Proses pengumpulan data adalah kegiatan menyusun rencana
pengumpulan data yang meliputi kegiatan menentukan tujuan
pengumpulan data, menentukan tim pengumpul data dan
pembagian kerja tim, menentukan sumber data yang diperlukan,
menentukan target grup sebagai pihak yang memberikan data,
waktu dan tempat pengumpulan data, menentukan pihak-pihak lain
yang terlibat dalam pengumpuan serta menentukan rencana
anggaran untuk pengumpulan data.

Edukasi proses pengumpulan data adalah kegiatan fasilitator untuk
memberikan informasi, ilmu pengetahuan serta pengalaman kepada
target grup dalam proses pengumpulan data terpilah jenis kelamin.

Langkah-langkah mengeduasikan proses pengumpulan data

1. Fasilitator menyusun pertemuan dengan target grup sesuai
dengan waktu dan lokasi yang dapat disepakati

2. Fasilitator menyampaikan pentingnya pengumpulan data
dan tujuannya

3. Fasilitator menyampaikan waktu pengumpulan data agar
dilakukan secara rutin dan berkala

4. Fasilitator menyampaikan bahwa data yang diperlukan
adalah data terpilah jenis kelamin

5. Fasilitator menyampaikan cara pengumpulan data yaitu
dengan menanyakan secara langsung kepada laki-laki dan
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perempuan, dan dengan mencermati data sekunder yang
tersedia sudah sejauh mana disajikan berdasarkan jenis
kelamin

6. Kelompokkan data yang terkumpul menurut bidang-bidang
pembangunan atau menurut isu kesenjangan gender
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Bab X

Identifikasi Isu-lIsu Kesenjangan
Gender dan Ketidakberdayaan
Perempuan

Pengantar

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab 7, 8, dan 9, setelah
dirumuskan dan didiskusikannya indikator kesetaraan gender dan
indicator keberdayaan gender, ditentukannya informasi data
terpilah jenis kelamin dan sumber-sumber data yang diperlukan dan
mengedukasikan proses pengambilan data kepada target grup,
merupakan rangkaian proses untuk menghasilkan data-data baik
data primer maupun data sekunder terkait dengan kemampuan laki-
laki dan perempuan mengakses, berpartisipasi, mengontrol atau
mengambil keputusan, dan menikmati manfaa dari semua bidang-
bidang pembangunan. Pada bab 10 ini lebih lanjut akan diuraikan
proses identifikasi isu-isu kesenjangan dan ketidakberdayaan
perempuan sebagai hasil pengolahan data primer dan data sekunder
serta proses analisis data yang dihasilkan.

Identifikasi Isu-Isu Kesenjangan Gender dan Ketidakberdayaan
Perempuan adalah

Merujuk pada 12 Bidang Kritis hasil Konvensi CEDAW dan RUU
Kesetaraan dan Keadilan Gender, maka disusunlah daftar
pernyataan yang dapat menjadi indicator kesenjangan gender dan
indicator keberdayaan perempuan sebagaimana Tabel 1. Tingkat
keberdayaan perempuan dapat diketahui melalui seberapa banyak
masyarakat memberikan jawaban ceklist (V) YA terhadap
pernyataan-pernyaaan tersebut. Semakin banyak jawaban YA
menunjukkan bahwa semakin banyak bidang-bidang pembangunan
yang dapat diakses oleh perempuaan, semakin banyak perempuan
yang dapat berpartisipasi, semakin banyak peluang perempuan
untuk mengontrol atau mengambil keputusan atas dasar pilihannya
sendiri dan semakin banyak bidang-bidang pembangunan yang
manfaatnya dapat dinikmati oleh para kaum perempuan.
Sementara tingkat kesenjangan gender dapat diketahui melalui
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seberapa banyak masyarakat memberikan jawaban ceklist (V)
DOMINAN LAKI-LAKI atau DOMINAN PEREMPUAN. Semakin banyak
jawaban yang diisi pada kolom DOMINASI salah satu jenis kelamin
menunjukkan terjadinya kesenjangan gender dimana bidang-bidang
pembangunan tersebut belum dapat diakses secara setara oleh
kaum laki-laki dan kaum perempuan. Selain itu, bidang-bidang
pembangunan tertentu masih didominasi oleh salah satu kaum baik
terkait partisipasi, pengambilan keputusan, maupun manfaat yang
diperoleh. Kesetaraan gender tampak dengan diindikasikan oleh
semakin banyaknya jawaban yang diisi pada kolom LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN, dimana hal ini menunjukkan bahwa baik laki-laki
maupun perempuan memiliki kemampuan yang sama dalam
mengakses, berpartisipasi, mengontrol atau mengambil keputusan
dan menikmati manfaat dari semua bidang-bidang pembangunan.

Langkah-langkah Identifikasi Isu-Isu Kesenjangan Gender dan
Ketidakberdayaan Perempuan

Fasilitator bersama target grup (atau perwakilan dari grup)
mengolah data primer dan data sekunder bersama-sama.

Proses pengolahan data dapat dilakukan secara sederhana
dimana untuk data primer dapat dilakukan dengan mencatat
hasil wawancara, perbincangan dan diskusi. Untuk isi daftar
pernyataan dapat direkap kemudian dilihat sebaran
frekuensi jawaban dari seluruh penyataan, sehingga dari
sebaran tersebut dapat diketahui pada adanya dominasi laki-
laki, dominasi perempuan, atau adanya kesetaraaan antara
laki-laki dan perempuan dalam mengakses, berpartisipasi,
mengontrol atau mengambil keputusan, dan menikmati
manfaat pembangunan. Adapun untuk data sekunder
berupa data terpilah jenis kelamin dapat disajikan dalam
bentuk penjelasan secara naratif dari data yang disajikan.
Fasilitator dan target grup (atau perwakilan dari grup)
melakukan analisis hasil pengumpulan data secara bersama-
sama.

Analisis pembedaan laki-laki dan perempuan merujuk pada
APKM (apakah sudah terjadi kesetaraan antara laki-laki dan
perempuan dalam mengakses, berpartisipasi, mengontrol
atau mengambil keputudan, dan merasakan manfaat dari
sumberdaya pembangunan).
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Fasilitator bersama target grup membangun konsensus
(kesepakatan bersama) dari temuan-temuan sebagai hasil
analisis data yang sudah dilaksanakan. Temuan-temuan
tersebut merupakan hasil identifikasi isu-isu kesenjangan
gender dan ketidakberdayaan perempuan.

Fasilitator mengundang target grup untuk melaksanakan
diskusi yang terfokus hasil analisis data yang sudah
diselesaikan.

Diskusikan secara terarah hasil analisis tersebut dengan
masyarakat khususnya para tokoh masyarakat vyang
mewakili bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, social
budaya, politik dan lingkungan.
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Bab XI

Penilaian hasil identifikasi masalah
pada stakeholders (pemangku
kepentingan)

Pengantar

Bab 10 telah menguraikan temuan-temuan dari hasil analisis data
primer dan data sekunder yang diperoleh. Temuan-temuan tersebut
merupakan hasil identifikasi isu-isu kesenjangan gender dan
ketidakberdayaan perempuan yang sudah disepakati oleh fasilitator
dan target grup merupakan isu-isu muncul dari konteks lokasi dan
konteks masyarakat setempat. Hasil identifikasi memungkinkan
untuk menunjukkan munculnya beragam isu kesenjangan gender
baik berupa marginalisasi, subordinasi, stereotype, beban kerja
ganda, maupun kekerasan serta isu ketidakberdayaan perempuan
baik berupa lemahnya akses perempuan terhadap sumberdaya
pembangunan, rendahnya  partisipasi perempuan  dalam
pembangunannya, lemahnya control perempuan dan terbatasnya
pengambilan  keputusan oleh perempuan dalam proses
pembangunannya serta terbatasnya manfaat yang dinikmati oleh
perempuan dari hasil-hasil pembangunan. Sehubungan dengan itu,
pada bab 11 ini menguraikan pentingnya penilaian hasil identifikasi
masalah pada stakeholder atau pemangku kepentingan. Penilaian
tersebut sangat penting untuk menentukan prioritas isu yang segera
memerlukan solusi.

Penilaian hasil identifikasi masalah pada stakeholders (pemangku
kepentingan) merupakan proses penentuan prioritas isu yang
memerlukan penanganan segera. Prioritas isu merupakan masalah
yang dirasakan oleh masyarakat sehingga menjadi kondisi yang
penting dan urgen dimana menjadi masalah utama dan mendesak.
Penilaian tersebut didasarkan atas konsensus para anggota target
grup dan diskusi dengan fasilitator. Penilaian ini sangat membantu
target grup untuk menentukan focus urutan permasalahan yang
akan menjadi target penyelesaikan pada kurun waktu tertentu yang
disepakati dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 84
Republik Indonesia



Langkah-langkah Penilaian hasil identifikasi masalah pada
stakeholders (pemangku kepentingan)

1. Fasilitator bersama target grup menyepakati kembali hasil
identifikasi isu-isu kesenjangan dan ketidakberdayaan
perempuan

2. Fasilitator bersama target grup menyusun matriks rangking
dari identifikasi isu-isu yang telah disepakati

3. Penyusunan  matriks rangking  dilakukan  dengan
mencatatkan beberapa kategori sebagai dasar untuk
mengurutkan isu-isu  kesenjangan gender dan isu
ketidakberdayaan perempuan dari isu yang harus
diselesaikan dalam waktu yang singkat atau menjadi target
penyelesaian jangka pendek dan isu yang dapat diselesaikan
dalam waktu jangka panjang.

4. Fasilitator bersama target grup menentukan dan
menyepakati prioritas masalah yang teridentifikasi

5. Fasilitator dan target grup menyusun rencana aksi dengan
memaparkan masalah prioritas, solusi yang perlu dilakukan,
kegiatan yang akan dilakukan, pihak-pihak terkait yang
berpotensi untuk dilibatkan, waktu pelaksanaan, lokasi
pelaksanaan, dan pembiayaan

6. Fasilitator dan target grup mengundang pihak-pihak terkait
untuk mendiskusikan tindak lanjut dari rencana aksi yang
telah disusun

7. Semua pihak merumuskan kembali rencana aksi yang dapat
disepakati bersama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki
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Bab Xili

Identifikasi sumberdaya untuk
penyelesaian masalah (keluarga,
komunitas, institusi, pemerintah,

swasta)

Pengantar

Pada bab 11 dikemukakan bahwa fasilitator dan target grup sudah
menyusun prioritas isu sebagai permasalahan yang penting dan
urgen untuk mendapatkan penanganan dan solusi segera. Pada bab
12, akan diuraikan pentingnya identifikasi sumberdaya untuk
penyelesaian masalah baik pada unit keluarga, komunitas, institusi,
pemerintah, maupun swasta sebagai pihak-pihak  yang
berkepentingan. Isu yang menjadi permasalahan utama memerlukan
penanganan dan solusi yang melibatkan berbagai pihak untuk
menangani permasalahan kesenjangan gender dan
ketidakberdayaan perempuan hingga tuntas mulai dari akar
permasalahan yang menyebabkannya.

Identifikasi sumberdaya untuk penyelesaian masalah (keluarga,
komunitas, institusi, pemerintah, swasta) diartikan sebagai proses
penggalian informasi, observasi dan pengumpulan data terkait
dengan jenis-jenis sumberdaya baik yang diperlukan dan yang sudah
tersedia untuk dimanfaatkan dalam menangani permasalahan yang
dihadapi.

Langkah-langkah Identifikasi sumberdaya untuk penyelesaian
masalah (keluarga, komunitas, institusi, pemerintah, swasta)

1. Fasilitator merumuskan panduan identifikasi sumberdaya
pada setiap level (keluarga, komunitas, institusi, pemerintah,
swasta) merujuk pada prioritas masalah yang sudah
disepakati

2. ldentifikasi berbagai sumber daya dimana secara umum
sumber daya yang perlu diidentifikasi meliputi : kualitas
manusia (kualitas pendidikan, pemahaman dan kepatuhan
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terhadap nilai, tata aturan dan norma institusi), nilai, tata
aturan, norma, hukum dan tata perundangan yang berlaku di
masyarakat di masyarakat, kualitas lingkungan, finansial,
teknologi dan sarana prasarana pendukung, kebijakan, dan
kemampuan pengelolaan.

3. Sumber-sumber daya tersebut dikategorisasikan menjadi
sumberdaya internal dan eksternal berdasarkan setiap unit
sebagaimana disajikan dalam Tabel 4. Berikan tanda ceklist
(V )pada kolom Ada dan Memadai, Ada tapi Tidak Memadai,
dan Tidak Ada untuk menyatakan kondis setiap sumber daya
dari masing-masing unit.

4. Fasilitator dan target grup mendiskusi hasil identifikasi
sumberdaya yang tersedia dan sumberdaya yang belum
tersedia yang diperlukan dalam penanganan masalah

Tabel 4. Kondisi Ketersedian Sumberdaya menurut Unit

Petunjuk Pengisian : Berikan tanda ceklist (V )pada kolom Ada dan

Memadai,

Ada tapi Tidak Memadai,

dan Tidak Ada untuk

menyatakan kondis setiap sumber daya dari masing-masing unit.

Kondisi Ketersediaan

. . Sumberdaya
Unit Jenis Sumberdaya -
Ada dan Ada tapi Tidak
. kurang
memadai . ada
memadai
Internal :
Anggota keluarga yang lulus
sekolah dasar, menengah, atas
dan tinggi
Anggota keluarga yang
memiliki pemahaman dan
kepatuhan terhadap nilai, tata
Keluarga aturan dan norma keluarga

Keuangan keluarga

Teknologi dan sarana
prasarana pendukung yang
dimiliki keluarga

Aturan keluarga

Pemimpin keluarga yang
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mampu mengelola
rumahtanga

Lingkungan keluarga yang
nyaman

Eksternal :

Lingkungan tetangga yang
peduli

Lingkungan sekitar yang sehat

Lembaga-lembaga yang
mendukung keluarga

Internal :

Anggoata komunitas yang
berpendidikan

Anggota komunitas yang
memiliki pemahaman dan
kepatuhan terhadap nilai, tata
aturan dan norma komunitas

Keuangan komunitas

Teknologi dan sarana
prasarana pendukung yang
dimiliki komunitas

Aturan komunitas yang
mengikat bagi warga sebagai

Komunitas anggotanya

Tokoh komunitas yang
disegani dan dipatuhi

Lingkungan komunitas yang
aman dan nyaman

Eksternal :

Lingkungan tetangga luar
komunitas yang peduli

Lingkungan alam sekitar yang
sehat

Lembaga-lembaga yang
mendukung kelangsungan
komunitas

Internal :

Pemerintah
Pejabat pemerintahan yang
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peduli pada permasalahan
warga

Pejabat pemerintahan yang
memiliki pemahaman dan
kepatuhan terhadap nilai, tata
aturan dan norma
pemerintahan

Keuangan pemerintah

Teknologi dan sarana
prasarana pendukung yang
dimiliki pemerintah

Hukum dan tata aturan
perundangan yang mengikat
seluruh warga

Pemimpin pemerintahan yang
bertanggung jawab

Lingkungan pemerintahan
yang kondusif

Eksternal :

Dukungan masyarakat sekitar

Dukungan pihak swasta

Dukungan lembaga-lembaga
non pemerintah yang saling
bekerja sama dengan
pemerintah untuk kepentingan
warga

Internal :

Staf perusahaan yang peduli
terhadap kesejahteraan
masyarakat sekitar perusahaan

Staf perusahaan yang memiliki
pemahaman dan kepatuhan
Swasta terhadap nilai, tata aturan dan
norma perusahaan

Keuangan perusahaan

Teknologi dan sarana
prasarana pendukung yang
dimiliki perusahaan

Aturan perusahaan
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Pemimpin perusahaan yang
mampu mengelola perusahaan

Lingkungan perusahaan yang
kondusif

Eksternal :

Dukungan masyarakat sekitar

Dukungan pihak pemerintah

Dukungan lembaga-lembaga
non pemerintah yang saling
bekerja sama dengan swasta
untuk kepentingan warga

Lembaga
Swadaya
Masyarakat

Internal :

Anggota LSM yang peduli
terhadap kesejahteraan
masyarakat

Anggota LSM yang memiliki
pemahaman dan kepatuhan
terhadap nilai, tata aturan dan
norma LSM

Keuangan LSM

Teknologi dan sarana
prasarana pendukung yang
dimiliki LSM

Aturan LSM

Pemimpin LSM yang mampu
mengelola lembaga

Lingkungan lembaga yang
kondusif

Eksternal :

Dukungan masyarakat sekitar

Dukungan pihak pemerintah

Dukungan pemerintah yang
saling bekerja sama dengan
LSM untuk kepentingan warga

Institusi

Sekolah

Pusat Layanan Kesehatan

Pasar
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Sekertariat partai politik

Posyandu

Majlis Ta’lim

Pesantren

Kelembagaan yang mengurus
lingkungan misalnya
kelembagaan bank sampah

Poskamling

Arisan

Bank keliling

Sekertariat LSM

Gedung perusahaan

Kantor pemerintah desa

Kantor urusan agama

Lembaga pengelola media
massa missal radio komunitas,
surat kabar local, televise local,
dan sebagainya
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Bab XIII
Alternatif solusi dan media
penyelesaian masalah

Pengantar

Pada bab 13 ini diuraikan mengenai alternative solusi dan media
penyelesaian masalah. Penyusunan alternative solusi ini sangat
penting untuk merujuk kembali proses awal dari rangkaian
penyusunan modul 2 ini. Hal ini dikarenakan setiap tahapan dalam
proses ini menjadi dasar pertimbangan dalam penangangan
terhadap isu prioritas yang penting dan urgen tersebut sebagaimana
yang disajikan pada Gambar 1. Penyusunan alternative solusi dan
media penyelesaian masalah didasarkan pada indicator kesetaraan
gender dan indicator keberdayaan perempuan sebagai tolok ukur
yang ingin dicapai. Pengumpulan data terpilah jenis kelamin menjadi
salah satu instrument penting untuk memenuhi indikator tersebut.
Edukasi proses pengumpulan data lebih lanjut menjadi proses
penting agar para fasilitator dan target grup memperoleh data yang
akurat untuk mengukur tingkat kesenjangan gender dan
ketidakberdayaan perempuan. Hasil pengumpulan, pengolahan, dan
analisis data menghasilkan identifikasi berbagai masalah
kesenjangan gender dan ketidakberdayan perempuan. Namun,
diperlukan penilaian hasil identifikasi masalah untuk menentukan
prioritas isu sebagai permasalahan utama yang memerlukan
penanganan dan solusi segera. Penangangan dan solusi atas
permasalahan utama yang dihadapi tersebut memerlukan dukungan
berbagai sumberdaya yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu.
Setelah  ketersediaan sumber-sumberdaya tersebut dapat
teridentifikasi maka lebih lanjut dapat disusun berbagai alternative
solusi dan media penyelesaian masalah melalui rencana tindak lanjut
penanganan masalah sesuai dengan dukungan sumberdaya.

Alternatif solusi dan media penyelesaian masalah merupakan
beberapa pilihan aksi strategis dan praktis dengan memanfaatkan
serangkaian sumberdaya untuk menangani atau membangun solusi
bagi prioritas isu kesenjangan gender dan ketidakberdayaan
perempuan sebagai permasalahan utama yang penting dan urgen.
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Gambar 1. Alur Penyusunan Alternatif Solusi dan Media Penyelesaian Masalah

Alternatif solusi dan media penyelesaian masalah

Salah satu alternative solusi yang dapat dilakukan adalah dengan
mengkombinasikan pemanfaatan sumberdaya yang tepat untuk
menangani permasalahan. Dengan mengadaptasi poin-poin penting
beberapa solusi terhadap penanggulangan tindak kekerasan
terhadap perempuan sebagai salah satu isu kesenjangan gender dari
Pasalbessy (2010) dan memadukannya dengan upaya pemberdayaan
masyarakat dari Lubis (2014), maka alternative solusi tersebut harus
mencakup hal-hal sebagai berikut :
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1. Fasilitator membantu masyarakat untuk melakukan
advokasi sebagai upaya menyuarakan pentingnya
penanganan permasalahan utama kepada pemerintah.

2. Fasilitator merancang suatu pengorganisasian komunitas
sehingga terbangun komunitas yang memiliki kepedulian
yang tinggi untuk terlibat dalam upaya penanganan
permasalahan utama

3. Fasilitator membantu meningkatkan kapasitas warga
selaku target grup untuk meningkatkan kemampuan
berpikir kritis, praktis, dan strategis serta meningkatkan
keterampilan dalam menangani permasalahan utama

4. Fasilitator membantu warga dan para pemangku
kepentingan untuk membangun jejaring kerjasama dalam
menangani permasalahan utama tersebut

5. Fasilitator membantu warga selaku target grup untuk
meningkatkan kemampuanya dalam mengakses dan
memanfaatkan media komunikasi, informasi, dan edukasi
untuk penanganan permasalahan utama

Contoh pemberdayaan perempuan dalam upaya
perlindungan terhadap kekerasan diuraikan sebagai
berikut :

1. Mendampingi, memberikan penyuluhan dan melatih
perempuan untuk meningkatkan kesadarannya akan hak
dan kewajibannya di dalam hukum salah satunya
berdasarkan undang-undang KDRT Nomor 23 Tahun
2004.

2. Mendampingi, mengedukasi, membangun ruang
komunikasi masyarakat (misalnya melalui kegiatan
pertemuan warga) untuk meningkatkan pemahaman dan
kesadarannya terhadap bentuk kekerasan, dampak
kekerasan, pentingnya perlindungan dari segala bentuk
kekerasan, dan pentingnya usaha untuk mengatasi
terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik
di dalam konteks individual, sosial maupun institusional;

3. Melakukan advokasi kepada penegak hukum agar
bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap
perempuan maupun anak;

4. Membuka ruang konseling terhadap korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak;
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Mengajak berbagai pihak baik elemen keluarga, tokoh
masyarakat, LSM, pemerintah lokal, pihak swasta untuk
melakukan  kampanye anti kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang dilakukan secara sistematis
dengan memanfaatkan beragam media.

Melakukan advokasi kepada pemerintah pada unit terkait
untuk mengadakan pembaharuan hukum teristimewa
perlindungan korban tindak kekerasan yang dialami oleh
perempuan dan anak-anak serta kelompok yang rentan
atas pelanggaran HAM.

Membentuk lembaga penyantun korban tindak
kekerasan dengan target khusus kaum perempuan dan
anak untuk diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk
konsultasi, perawatan medis maupun psikologis
Membangun dialog dan kerja sama dengan lembaga
pengelola media massa (cetak dan elektronik) untuk lebih
memperhatikan masalah tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak dalam pemberitaannya, termasuk
memberi pendidikan pada publik tentang hak-hak asasi
perempuan dan anak-anak.
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PENUTUP

Berdasarkan uraian modul 1, maka dapat disimpulkan bahwa
(1) realitas menunjukkan masih banyaknya bentuk- bentuk masalah
ketidaksetaraan terhadap perempuan; (2) kebijakan terkait
perlindungan dan pemberdayaan perempuan sudah dirumuskan
sebagai rujukan di tingkat global, nasional, maupun lokal. Namun,
pada implementasinya masih memerlukan peningkatan dan
pengawasan terhadap penerapan kebijakan-kebijakan tersebut.; (3)
adanya keragaman karakter individu dan konteks komunitas
sehingga  memerlukan  bentuk-bentuk  perlindungan  dan
pemberdayaan yang tepat dengan mempertimbangkan karakter
individu, struktur, kultur, dan pola-pola relasi dalam komunitas.

Modul Il merupakan modul yang menyajikan Pengumpulan
dan Pemanfaatan Data untuk Identifikasi Masalah Keberdayaan
Perempuan, Pendampingan, dan Fasilitasi Kesetaraan Gender. Pada
bab 1 ini diuraikan mengenai ulasan singkat pengertian indicator
kesetaraan gender dan indicator keberdayaan perempuan.
Selanjutnya, indicator tersebut disajikan dalam bentuk instrumen
berupa daftar penyataan. Daftar pernyataan tersebut diberikan
kepada masyarakat baik laki-laki dan perempuan untuk diketahui
pandangan dan penilaian masyarakat terhadap sejauh mana laki-laki
dan perempuan dapat mengakses, berpartisipasi, mengontrol atau
mengambil keputusan, dan mendapat manfaat dari bidang-bidang
pembangunan yang dirumuskan dalam daftar pernyataan tersebut.
Pada bab 2 ini dijelaskan mengenai pengertian data terpilah jenis
kelamin dan sumber-sumber data yang diperlukan untuk
mengidentifikasi lebih lanjut indikator kesetaraan gender dan
indikator keberdayaan perempuan. Data terpilah jenis kelamin yang
diperlukan merupakan data sekunder yang dapat memberikan
gambaran sebaran jumlah laki-laki dan perempuan dalam aktivitas
dari setiap bidang pembangunan. Pada bab 3 diuraikan pengertian
proses pengumpulan data, mengedukasikan proses pengumpulan
data dan langkah-langkah bagi fasilitator untuk melaksanakan
kegiatan edukasi proses pengumpulan data tersebut kepada target
grup. Bab 4 menguraikan temuan-temuan dari hasil analisis data
primer dan data sekunder yang diperoleh. Temuan-temuan tersebut
merupakan hasil identifikasi isu-isu kesenjangan gender dan
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ketidakberdayaan perempuan yang sudah disepakati oleh fasilitator
dan target grup merupakan isu-isu muncul dari konteks lokasi dan
konteks masyarakat setempat. Hasil identifikasi memungkinkan
untuk menunjukkan munculnya beragam isu kesenjangan gender
baik berupa marginalisasi, subordinasi, stereotype, beban kerja
ganda, maupun kekerasan serta isu ketidakberdayaan perempuan
baik berupa lemahnya akses perempuan terhadap sumberdaya
pembangunan, rendahnya  partisipasi perempuan  dalam
pembangunannya, lemahnya control perempuan dan terbatasnya
pengambilan  keputusan oleh perempuan dalam proses
pembangunannya serta terbatasnya manfaat yang dinikmati oleh
perempuan dari hasil-hasil pembangunan. Sehubungan dengan itu,
pada bab 5 ini menguraikan pentingnya penilaian hasil identifikasi
masalah pada stakeholder atau pemangku kepentingan. Penilaian
tersebut sangat penting untuk menentukan prioritas isu yang segera
memerlukan solusi. Pada bab 6, diuraikan pentingnya identifikasi
sumberdaya untuk penyelesaian masalah baik pada unit keluarga,
komunitas, institusi, pemerintah, maupun swasta sebagai pihak-
pihak yang berkepentingan. Isu yang menjadi permasalahan utama
memerlukan penanganan dan solusi yang melibatkan berbagai pihak
untuk menangani permasalahan kesenjangan gender dan
ketidakberdayaan perempuan hingga tuntas mulai dari akar
permasalahan yang menyebabkannya. Pada bab 7 diuraikan
mengenai alternative solusi dan media penyelesaian masalah .
Modul I tersebut sebagai panduan umum dalam upaya
pemberdayaan perempuan dimana pada pelaksanaannya penting
untuk disesuaikan dengan konteks struktur, kultur, pola-pola relasi,
pola-pola ekologi masyarakat yang menjadi target grup dalam
proses pemberdayaan.
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Lampiran
MODUL |

PEMAHAMAN TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Modul1: | Modul pemberdayaan perempuan untuk modul |
menguraikan pemahaman tentang pemberdayaan
perempuan yang mencakup :

1. Pengenalan Gender,
Pengenalan Pemberdayaan Perempuan,

3. Pentingnya Gender dan  Pemberdayaan
Perempuan dan Menjadi Prioritas
Pembangunan,

4. Kebijakan dan Program Terkini Kesetaraan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan,

5. Mengenal Isu-lsu Ketidakadilan Gender dalam
Pembangunan, dan

6. Mengenal Isu-lsu Ketidakberdayaan Perempuan
dalam Pembangunan;

Adapun sistematika modul 1 ini yaitu :
Pengantar
Isi Modul (6 Bab dan penjelasannya)
Waktu
Target Grup
Alternatif Metode
Alat dan Bahan
Penutup
Daftar Pustaka

Tujuan Penulisan modul Pemahaman tentang Pemberdayaan
Gender ini ditujukan untuk :
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1. Menjelaskan konsep gender,

2. Menjelaskan konsep pemberdayaan Perempuan,

3. Menjelaskan pentingnya gender dan
pemberdayaan perempuan sehingga menjadi
prioritas pembangunan,

4. Menjelaskan kebijakan dan program terkini
kesetaraan  gender = dan  pemberdayaan
perempuan,

5. Menijelaskan isu-isu ketidakadilan gender dalam
pembangunan, dan

6. Menjelaskan isu-isu ketidakberdayaan
perempuan dalam pembangunan;

Isi Modul pemahaman tentang pemberdayaan perempuan
ini meliputi sub topik :
1. Pengenalan Gender, yang berisi penjelasan :
apa itu gender ?, apa itu kesenjangan gender,
apa itu kesetaraan dan keadilan gender 2, apa itu
pengarusutamaan gender 2, dan tips : strategi
penyadaran gender pada masyarakat.

2. Pengenalan Pemberdayaan Perempuan, yang
berisi penjelasan :
apa itu pemberdayaan perempuan 2, siapa
perempuan yang tidak berdaya?, apa ukuran
keberdayaan perempuan?, bagaimana upaya
pemberdayaan perempuan 2, dan tips : strategi
penyadaran ketidakberdayaan perempuan

3. Pentingnya Gender dan  Pemberdayaan
Perempuan dan Menjadi Prioritas
Pembangunan, yang berisi penjelasan :
upaya menurunkan  kemiskinan  dengan
mengidentifikasi siapa yang miskin dan rentan,
upaya menurunkan pengangguran dengan
mengidentifikasi siapa yang menganggur, upaya
menjaga lingkungan dan lahan, meningkatkan
pendidikan dan kesehatan, upaya pemenuhan
hak politik, ekonomi, social-budaya perempuan,
dan tips : strategi memperkuat perempuan
dalam musrembang.

4. Kebijakan dan Program Terkini Kesetaraan
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Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang
berisi penjelasan :
Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG
merujuk pada Inpres No 9 Tahun 2000, SK
bersama 4 menteri;
Hak politik perempuan merujuk pada UU Desa
tahun 2014; Hak sosial-budaya bagi perempuan
dan masyarakat adat; dan tips: berbagi informasi
kebijakan pada masyarakat

5. Mengenal Isu-lsu Ketidakadilan Gender dalam
Pembangunan, yang berisi penjelasan :

Alat analisis gender: A, P, K, M; siapa melakukan
apa: multi beban kerja, stereotype; Siapa
memiliki kesempatan apa dan berpartisipasi
sebagai apa?: stereotype dan subordinasi; Siapa
memutuskan apax: subordinasi; Siapa
mendapatkan manfaat apa?:  stereotype,
subordinasi; Isu kekerasan: fisik, psikis, ekonomi,
seksual, dan tips: praktek menemukan
ketidakadilan gender

6. Mengenal Isu-Isu Ketidakberdayaan Perempuan
dalam Pembangunan, yang berisi penjelasan
tentang :

Alat  analisis  keberdayaan  perempuan;
ketidakberdayaan politik, ketidakberdayaan
ekonomi, ketidakberdayaan

Waktu No. Bab Waktu
1. Pengenalan Gender Harike 1; 1
jam
2. Pengenalan Pemberdayaan Harike 1; 1
Perempuan jam
3. Pentingnya Gender dan Harike 1; 1
Pemberdayaan Perempuan jam
dan Menjadi Prioritas
Pembangunan
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4. Kebijakan dan Program Harike 1;1
Terkini Kesetaraan Gender jam
dan Pemberdayaan
Perempuan,

5. Mengenal Isu-Isu Harike 1; 1
Ketidakadilan Gender dalam jam
Pembangunan

6. Mengenal Isu-Isu Harike 1; 1
Ketidakberdayaan jam
Perempuan dalam
Pembangunan

Target
grup

Target Group: laki-laki dan perempuan
kelompok perangkat desa/kelurahan

kelompok kader

kelompok pengajian, arisan, budaya

kelompok ekonomi

kelompok sekolah*

kelompok pemuda*

kelompok anak-anak bermain*
* Harus ada modul khusus

Metode - Bermain peran
Permainan

Ceramah

Diskusi kelompok terarah
Latihan tugas kelompok: kerja sama
* Pemilihan metode sesuaikan dengan isi modul

Alat dan | Flipchart dan Stand Flipchart
bahan Spidol besar
Daftar pertanyaan sederhana

Kartu bergambar

M Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 103
Republik Indonesia



MODUL I
Pengumpulan dan Pemanfaatan Data
untuk Identifikasi Masalah
Keberdayaan Perempuan,
Pendampingan dan Fasilitasi
Kesetaraan Gender

Modul 2 : | Pengumpulan dan Pemanfaatan Data untuk Identifikasi
Masalah

Keberdayaan Perempuan, Pendampingan dan Fasilitasi
Kesetaraan Gender.

Adapun sistematika modul 2 ini meliputi :
Pengantar
Isi Modul (7 Bab dan penjelasannya)
Waktu
Target Grup
Alternatif Metode
Alat dan Bahan
Penutup
Daftar Pustaka

Tujuan - Mendiskusikan indikator kesetaraan gender dan
indikator keberdayaan perempuan

- Menginformasikan data terpilah jenis kelamin
dan sumber-sumber data

- Mengedukasikan proses pengumpulan data

- Mengidentifikasi isu-isu kesenjangan gender dan
ketidakberdayaan perempuan

- Menyampaikan  penilaian  hasil identifikasi
masalah  pada  stakeholders  (pemangku
kepentingan)

- Mengidentifikasi sumberdaya untuk penyelesaian
masalah  (keluarga,  komunitas, institusi,
pemerintah, swasta)
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- Menyusun alternative solusi dan media
penyelesaian masalah (dalam jangka pendek,
jangka menengah dan jangka panjang)

Isi - Mendiskusikan indikator kesetaraan gender dan
indikator keberdayaan perempuan

- Menginformasikan data terpilah jenis kelamin
dan sumber-sumber data

- Mengedukasikan proses pengumpulan data

- Mengidentifikasi isu-isu kesenjangan gender dan
ketidakberdayaan perempuan

- Penilaian hasil identifikasi masalah pada
stakeholders (pemangku kepentingan)

- ldentifikasi sumberdaya untuk penyelesaian
masalah  (keluarga,  komunitas, institusi,
pemerintah, swasta)

- Alternative solusi dan media penyelesaian
masalah  (dalam jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang)

Waktu No. Bab Waktu

1. Mendiskusikan indikator | Harike2; 2
kesetaraan gender dan indikator | jam
keberdayaan perempuan

2. Menginformasikan data terpilah | Harike 2;2
jenis kelamin dan sumber- | jam
sumber data

3. Mengedukasikan proses | Harike2;2
pengumpulan data jam
4. Mengidentifikasi isu-isu | Harike2;2

kesenjangan gender dan | jam
ketidakberdayaan perempuan

5. Menyampaikan penilaian hasil | Harike 3; 2
identifikasi masalah pada | jam
stakeholders (pemangku
kepentingan)
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6. Mengidentifikasi  sumberdaya | Harike 3;2
untuk penyelesaian masalah | jam
(keluarga, komunitas, institusi,
pemerintah, swasta)

7. Menyusun alternative solusi dan | Harike 3;2
media penyelesaian masalah | jam

(dalam jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang)

Target Target Group: laki-laki dan perempuan
grup - kelompok perangkat desa/kelurahan
- kelompok kader

- kelompok pengajian, arisan, budaya
- kelompok ekonomi

- kelompok sekolah*

- kelompok pemuda*

- kelompok anak-anak bermain*

*

Harus ada modul khusus

Metode Penelusuran data sekunder
Wawancara

Pengamatan lapang

=A =4 =4 =2

Analisis dengan menggunakan konsep APKM
yakni akses, partisipasi, control, manfaat Bermain
peran (yang mendata dan yang didata)

1 Simulasi proses pengumpulan dan pemanfaatan
data

1 Simulasi teknik-teknik  partisipatoris dalam
identifikasi potensi dan masalah

9 Diskusi kelompok
1 Latihan tugas kelompok: kerja sama
* Pemilihan metode sesuaikan dengan isi modul

Alat dan - Flipchart dan Stand Flipchart
bahan - Spidol besar dan kecil

Panduan pertanyaan sederhana
Kertas metaplan

Papan jalan
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